PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BANK SUMUT)
Umum - Ukuran Utama (Key Metrics)
Posisi 31 Desember 2022 (Triwulan IV - 2022)

(dalam jutaan)

4

0 = F De 0 D 0 De
A. [Modal yang Tersedia (nilai)
1{Modal Inti Utama (CET1) 4,396,561 4,127,268 4,035,842 4,153,074 3,924,501
2[Modal Inti (Tier 1) 4,396,561 4,127,268 4,035,842 4,153,074 3,924,501
3|Total Modal 4,863,077 4,605,078 4,532,995 4,661,395 4,450,705
B. [Aset Tertimbang M ut Risiko (Nilai)
4|Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 24,154,867 23,294,234 23,076,856 22,208,606 21,743,558
C. |Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari
ATMR
5|Rasio CET1 (%) 18.20% 17.72% 17.49% 18.70% 18.05%
6[Rasio Tier 1 (%) 18.20% 17.72% 17.49% 18.70% 18.05%
7|Rasio Total Modal (%) 20.13% 19.77% 19.64% 20.99% 20.47%
D. |Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk
persentase dari ATMR
8| Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9| Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%) 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
10|Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11|Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10) 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
12|Komponen CET1 untuk buffer 10.13% 9.77% 9.69% 11.04% 8.10%
E. [Rasio pengungkit sesuai Basel IlI
13|Total Eksposur 39,905,282 39,892,761 40,281,756 39,981,339 37,354,005
14|Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian 11.02% 10.35% 10.02% 10.39% 10.51%
terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada
Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika
ada) (%)
14b(Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari 11.02% 10.35% 10.02% 10.39% 10.51%
penyesuaian  terhadap  pengecualian sementara  atas
penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi
ketentuan GWM (iika ada) (%)
14c|Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian 11.02% 10.35% 10.02% 10.39% 10.51%
terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada
Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika
ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat
aset Securities Financing Transactions (SFT) secara gross (%)
14d(Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari 11.02% 10.35% 10.02% 10.39% 10.51%
penyesuaian  terhadap  pengecualian  sementara  atas
penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi
ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-
rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross (%)
F. [Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Tidak dilaporkan
15|Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)
16|Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow ) Hanya diwajibkan bagi Bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank asing
17|LCR (%)
G. [Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) Tidak dilaporkan
18| Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)
19|Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF) Hanya diwajibkan bagi Bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank asing
20{NSFR (%)

Desember 2022 (T).

diatas batas minimal yang ditetapkan oleh regulator (minimal 3%).

Analisis Kualitatif

Total Modal Bank Sumut pada posisi 31 Desember 2022 (T) adalah sebesar + Rp. 4,86 Triliun, mengalami peningkatan 5,60% dari posisi 30 September 2022 (T-1)
atau naik sebesar + Rp. 258 Miliar. Rasio CAR (KPMM) meningkat 0,36% yaitu dari 19,77% pada posisi September 2022 (T-1) naik menjadi 20,13% pada posisi 31

Rasio pengungkit Bank Sumut pada posisi 31 Desember 2022 (T) adalah sebesar 11,02%, mengalami peningkatan sebesar 0,67% dari posisi 30 September 2022 (T-1)
yang sebesar 10,35%. Peningkatan rasio pengungkit terutama dikontribusi oleh adanya penurunan nilai eksposur sebesar + Rp.12,5 Miliar yang berasal dari
penurunan nilai eksposur asset dalam Laporan posisi Keuangan. Secara umum rasio pengungkit (Leverage Ratio) Bank posisi 31 Desember 2022 masih berada




')
Bank SUMUT

Memberikan Pelayanan Terbaik

1. Pengungkapan Kualitatif Counterparty Credit Risk(CCRA)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif )

2. Analisis Eksposur Counterpary Credit Risk (CCR1)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif )

3. Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment(CCR2)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif )

4. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

NIHIL
Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif )

o

Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Sekuritisasi )

6. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Sekuritisasi )




7. Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Sekuritisasi )

8. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya -
Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor (SEC3)

NIHIL

( Bank belum memiliki eksposur risiko Sekuritisasi )

9. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya - Bank yang
Bertindak Sebagai Investor (SEC4)

NIHIL
( Bank belum memiliki eksposur risiko Sekuritisasi )




Laporan Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko posisi Triwulan IV - Semester 11 2022

Bobot Risiko
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(dalam jutaan rupiah)

Total Tagihan

Kategori Portofolio

Indonesia

75%

150%

Lainnya

Bersih

Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral

2,453,716

2,453,716

Tagihan kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank Lain

Tagihan kepada perusahaan sekuritas

Tagihan kepada Korporasi

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Portofolio Ritel

Aset lainnya

Analisis Kualitatif
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BSA<SUMUT

Memberikan Pelayanan Terbaik

1. Interest Rate Risk in Banking Book - Laporan Penerapan Manajemen Risiko
untuk IRRBB

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori

(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank BUKU 3, BUKU 4 dan Bank Asing

2. IRRBB - Laporan Perhitungan IRRBB

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori
(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank BUKU 3, BUKU 4 dan Bank Asing

3. Likuiditas - Pengungkapan mengenai LCR

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori
(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank BUKU 3, BUKU 4 dan Bank Asing

4. Likuiditas - Laporan NSFR

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori
(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank BUKU 3, BUKU 4 dan Bank Asing

5. Likuiditas - Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori
(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank BUKU 3, BUKU 4 dan Bank Asing)

6. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)

Tidak Dilaporkan karena Bank Sumut tidak masuk kategori

(Yang Wajib Melaporkan adalah Bank Sistemik)




Laporan Komposisi Permodalan posisi Triwulan IV - Semester Il - Desember 2022

CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor

(dalam jutaan rupiah)

1 |Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock |Saham biasa (termasuk stock surplus ) 2,519,352
companies) capital plus related stock surplus 2,456,299
63,053
2 |Retained earnings Laba ditahan 700,718
700,718
3 |Accumulated other comprehensive income (and other reserves) Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain) 1,321,453
188,316
665,846
467,291
4 |Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to |[Modal yang-termasuk phase out dari CET1
non-joint stock camganies}
5 |Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties [Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan
(amount allowed in group CET1)
6 |Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments CET1 sebelum regulatory adjustment 4,541,523
CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment )
7 |Prudential valuation adjustments Selisih  kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
keuangan dalam trading book
8 |Goodwill (net of related tax liability) Goodwill
9 |Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax |Aset tidak berwujud lainnya (selain Mortgage-Servicing Rights ) 240
liability)
10 |Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising |Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability 64,548
from temporary differences (net of related tax liability)
11 |Cash-flow hedge reserve Cash-flow hedge reserve
12 |Shortfall of provisions to expected losses Shortfall on provisions to expected losses
13 |Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel Il|Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi
framework)
14 |Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities |Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)
15 |Defined-benefit pension fund net assets Aset pensiun manfaat pasti
16 |I/nvestments in own shares (if not already netted off paid-in capital on|Iinvestasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di
reported balance sheet) Laporan Posisi Keuangan)
17 |Reciprocal cross-holdings in common equity Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain
18 |Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that |Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar|
are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short|cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang|
positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share |diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal
capital (amount above 10% threshold) saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)
19 |Significant investments in the common stock of Banking, financial and |Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan
insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, |asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short|
net of eligible short positions (amount above 10% threshold) yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)
20 |Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold) Mortgage servicing rights
21 |Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% |Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah
threshold, net of related tax liability) di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)
22 |Amount exceeding the 15% threshold Jumlah melebihi batasan 15% dari:
23 |of which: significant investments in the common stock of financials investasi signifikan pada saham biasa financials
24 |of which: mortgage servicing rights mortgage servicing rights
25 |of which: deferred tax assets arising from temporary differences pajak tangguhan dari perbedaan temporer
26 |National specific regulatory adjustments Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional
26a. Selisih PPKA dan CKPN (78,699)
26b. PPKA non produktif (1,475)
26c¢. Aset Pajak Tangguhan
26d. Penyertaan
26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
26f. Eksposur sekuritisasi
26g. Lainnya
27 |Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to|Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada
insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions faktor pengurangnya
28 |Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 Jumlah pengurang (regulatory adjustment ) terhadap CET 1 144,962
29 |Common Equity Tier 1 capital (CET1) Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang 4,396,561
Additional Tier 1 capital: instruments Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen
30 |Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock |Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)
surplus
31 |of which: classified as equity under applicable accounting standards Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi
32 |of which: classified as liabilities under applicable accounting standards Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi
33 |Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional [Modal yang yang termasuk phase out dari AT 1
Tier1
34 |Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) |Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam
issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group |perhitungan KPMM secara konsolidasi
AT1)
35 |of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out
36 |Additional Tier 1 capital before latory adiji Jumlah AT 1 sebel latory adij o
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments Modal Inti Tambat Faktor 8! 8 ( latory Adji )
37 |Investments in own Additional Tier 1 instruments Investasi pada instrumen AT 1 sendiri
38 |Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain
39 |Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that |Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar
are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short|cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short vyang|
positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued |diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal
common share capital of the entity (amount above 10% threshold) saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)
40 |Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance |Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di
entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of |luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang|
eligible short positions) diperkenankan)
41 |National specific regulatory adjustments Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional




Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions
and maturities

Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di
s dan maturities

41a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain
42 |Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier |Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor
2 to cover deductions pengurangnya
43 |Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment ) terhadap AT 1 =
44 |Additional Tier 1 capital (AT1) Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang -
45 |Tier 1 capital (T1=CET1+AT 1) Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1+ AT 1) 4,396,561
Tier 2 capital: instruments and provisions Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan
46 |Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus) 220,625
47 |Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2 Modal yang yang termasuk phase out dari Tier 2
48 |Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or |Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam
34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in |perhitungan KPMM secara konsolidasi
group Tier 2)
49 |of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out Modal yang diterbitkan Entitas Anak yangtermasuk phase out
50 |Provisions Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan 245,892
jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit
51 |Tier 2 capital before regulatory adjustments Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang 466,516
Tier 2 capital: regulatory adjustments Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment )
52 |Investments in own Tier 2 instruments Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri
53 |Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments and other TLAC liabilities Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain
54 |investments in the other TLAC liabilities of banking, financial and insurance |Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan
entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where |asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short|
the bank does not own more than 10% of the issued common share capital |yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal
Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan,
keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi
peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari
saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya
ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya
untuk Bank Sistemik &-S4Bs)
55 |Significant investments in the capital and other TLAC liabilities of banking, |Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas
financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory |keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan
consolidation (net of eligible short positions) (net posisi short yang diperkenankan)
56 _|National specific regulatory adjustments Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional
56a. Sinking fund
56b. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain
57 |Total regulatory adjustments to Tier 2 capital Jumlah faktor pengurang ( latory adj ) Modal Pelengk -
58 |Tier 2 capital (T2) Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment 466,516
59 |Total capital Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap) 4,863,077
60 |Total risk weighted assets Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 24,154,867
Capital ratios and buffers Rasio F han Modal (KPMM) dan
Tambahan Modal (Capital Buffer)
61 |Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) Rasio MedaHnti-btama CET 1 (persentase terhadap ATMR) 18.20
62 |Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) Rasio Modal Inti Tier 2 (persentase terhadap ATMR) 1.93
63 |Total capital (as a percentage of risk weighted assets) Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR) 20.13
64 |Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus |Buffer ( persentase terhadap ATMR) 10.13
capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-
SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)
65_|of which: capital conservation buffer requirement Capital Conservation Buffer
66 __|of which: Bank specific countercyclical buffer requirement Countercyclical Buffer
67__|Of which: higher loss absorbency requirement higher loss absorbency requirement
68 Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi
Buffer (persentase terhadap ATMR)
Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri:
Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan
bagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenubhi Buffer .
National minima National minima (jika berbeda dari Basel 3)
(if different from Basel 3)
69 |National Common Equity Tier 1 minimum ratio Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)
70_|National Tier 1 minimum ratio Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)
71 |National total capital minimum ratio Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)
A ts below the thresholds for ded (before risk weighting) | Jumlah di bawah b peng gan (sebel bok risiko)
72 |Non-significant investments in the capital and other TLAC liabilities of other |Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada
financial entities entitas keuangan lain
73 |Significant investments in the common stock of financial entities Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan
74 _|Mortgage servicing rights (net of related tax liability) Mortgage servicing rights (net dari kewaiiban paiak)
75_|Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax___|Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 Cap yan enakan untuk provisi pada Tier 2
76 |Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to |Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur
standardised approach (prior to application of cap) berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)
77 |Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan
standar
78 |Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to |Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur
internal ratings-based approach (prior to application of cap) berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)
79 |Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based|Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan
approach IRB
Capital instruments subject to phase-out (only licable | Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1
between 1Jan 2018 and 1 Jan 2022) Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)
80 |Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements Cap pada CET 1 yang temasuk phase out
81 |Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions |Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di
and maturities) atas cap setelah redemptions dan maturities)
82 |Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements Cap pada AT 1yang temasuk phase out
83 |Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions |Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di
and maturities) atas cap setelah redemptions dan maturities)
84 |Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements Cap pada Tier 2 yang temasuk phase out
85
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BankSUMUT

Memberikan Pelayanan Terbaik

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK SUMUT

Untuk meminimalisir/memitigasi dampak risiko yang ditimbulkannya, maka pihak
regulator (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan) mewajibkan untuk seluruh Bank Umum
Konvensional maupun Bank Umum Syariah untuk menjalankan kegiatan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian
yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian
risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan
menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen Risiko pada bank
meliputi :

- Identifikasi risiko,

- Pengukuran,

- Pemantauan risiko, dan
- Mitigasi risiko.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Bank
harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh
risiko yang sudah ada (inherent risk) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis
Bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.
Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut
Bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran
risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang
melekat pada kegiatan usahanya sehingga Bank dapat memperkirakan dampaknya
terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan
usaha dimaksud. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Bank
harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan
atau yang berdampak pada permodalan Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi
terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif
yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam suatu Bank, termasuk
tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Bank
melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung
nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Penerapan manajemen risiko pada Bank Sumut mengacu pada peraturan yang berlaku
yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, secara umum pengelolaan risiko pada Bank Sumut

mencakup 4 (empat ) pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta
sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Organisasi Manajemen Risiko

RUPS
DEWAN
KOMISARIS
KOMITE
PEMANTAU
RISIKO
DIREKTUR
UTAMA
[ 1
DIREKTUR DIREKTUR KOMITE
KEPATUHAN PEMASARAN MANAJEMEN
RISIKO
DIVISI
= MANAJEMEN o DI\QEI\/?E\IIEVDIT
RISIKO

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Sumut telah menetapkan
struktur organisasi terkait Manajemen Risiko, yaitu :

a) Komite Pemantau Risiko berada pada jenjang Dewan Komisaris

b) Komite Manajemen Risiko berada pada jenjang Direksi dan Divisi

c¢) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Divisi Credit Review berada pada jenjang Divisi.
Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi,
pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada
aktivitas bisnis Bank Sumut.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko secara keseluruhan (bankwide) pada Bank Sumut dikelola oleh Satuan
Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Manajemen Risiko. Divisi ini berada pada
Direktorat Kepatuhan. Sedangkan untuk pengelolaan risiko kredit secara khusus dilakukan
oleh Divisi Credit Review yang berada dibawah Direktorat Pemasaran. Divisi Credit Review
berfungsi sebagai pairing unit kerja operasional untuk mencairkan kredit/pembiyaan
sehingga terpenuhi four eyes principles dalam hal pemutusan kredit.




III. Penerapan Manajemen Risiko
A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen
Risiko di Bank Sumut. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sumut telah
memahami Risiko-Risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas,
melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen
Risiko di Bank Sumut. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan struktur
organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-
masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung
penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Cakupan pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sumut

mencakup namun tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Bank Sumut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara aktif
terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Sumut yaitu antara lain :

a)

b)

Dewan Komisaris Bank Sumut telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang
didalamnya termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan
sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko
(risk tolerance) Bank.

Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap
kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang sudah diterbitkan
minimal 1 kali dalam 1 tahun. Frekuensi evaluasi tersebut akan disesuaikan dengan
kebutuhan apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank
secara signifikan dan juga akan disesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan evaluasi terhadap
pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan
kebijakan Manajemen Risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah
mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

2. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terhadap pelaksanan manajemen
risiko pada Bank Sumut, Direksi Bank Sumut telah :

a)
b)
©)
d)

Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan
komprehensif.

Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi,
mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.

Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang
melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.

Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen
Risiko secara berkala dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
usaha Bank secara signifikan atau terdapat perubahan Peraturan Bank Indonesia
mengenai penerapan manajemen risiko.

Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas
pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen
Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan




g)

memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan
Kerja Manajemen Risiko Bank Sumut melalui laporan profil Risiko.

Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko
dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Dewan Komisaris secara berkala.

. Peran aktif Direksi dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen
Risiko terkait Sumber Daya Manusia :

a)

b)

d)

Untuk setiap jenjang jabatan telah ditetapkan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang
memiliki kompetensi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang dituangkan
dalam ketentuan Bank Sumut. Sebelum menduduki suatu jabatan, pejabat yang
bersangkutan harus sudah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagaimana ketentuan
yang telah ditetapkan oleh regulator sehingga setelah menduduki jabatan yang
bersangkutan dapat melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian terhadap risiko yang melekat pada jabatannya.

Kuantitas dan kualitas SDM yang ada pada Bank Sumut telah mencukupi sesuai
dengan kompleksitas usaha Bank saat ini. Bank Sumut telah memiliki ketentuan
mengenai prosedur perekrutan pegawai yang dimulai dari tahap perencanaan
sampai dengan tahap penerimaan. Pada saat perekrutan pegawai, telah dilakukan
perencanaan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank Sumut
kedepan melalui suatu sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai.
Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap Bank Sumut, seluruh calon pegawai
diberikan pembekalan mengenai manajemen risiko sehingga calon pegawai
dimaksud memahami potensi risiko yang melekat serta cara memitigasinya, baik
yang berada pada unit bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun unit
pendukung. Selain itu, secara berkala dilakukan program penyegaran (refreshment)
terhadap pengetahuan manajemen risiko yang dimiliki oleh seluruh pejabat/pegawai
Bank Sumut baik yang dilakukan secara inhouse maupun dilakukan melalui public
training.

Direksi telah mengikutsertakan pimpinan dan personil satuan kerja bisnis, Satuan
Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal pada program-program
pendidikan yang berhubungan dengan manajemen risiko secara berkesinambungan
untuk peningkatan kompetensi dan integritas dengan memperhatikan faktor-faktor
seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di
bidang Manajemen Risiko untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko pada
Bank Sumut.

Bank Sumut telah menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-
masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha
Bank Sumut serta mampu memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan
toleransi Risiko, serta kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris dan dapat mengimplementasikannya secara
konsisten dalam aktivitas bisnis Bank yang ditangani sesuai dengan bidang masing -
masing.

. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Sumut telah menetapkan
struktur organisasi terkait Manajemen Risiko, yaitu :

a)
b)

Komite Pemantau Risiko yang berada pada jenjang Dewan Komisaris
Komite Manajemen Risiko yang berada pada jenjang Direksi dan Divisi




c) Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada jenjang Divisi.

Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi,
pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat
pada aktivitas bisnis Bank Sumut.

B. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Sumut telah didukung dengan kerangka yang
mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan
secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan
prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis,
kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta
peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu,
penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank Sumut telah
didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank
Sumut telah didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi
Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan
memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

Penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit pada Bank

Sumut adalah sebagai berikut :

1. Bank Sumut telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait pelaksanaan manajemen
risiko, dimana:

a) Kebijakan dan prosedur tersebut telah didesain dan diimplementasikan dengan
memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang
akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan Bank
Indonesia dan/atau praktek perbankan yang sehat.

b) Prosedur dan proses manajemen risiko tersebut dituangkan dalam pedoman
pelaksanaan yang telah direview dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi
perubahan yang terjadi.

c) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dimaksud telah didokumentasikan secara
memadai dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai baik dengan cara
mengirimkan/menyampaikan dokumentasi pedoman dimaksud ke seluruh unit kerja
maupun melalui sosialisasi, pengarahan, dan himbauan.

2. Bank telah memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil,
toleransi Risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan
kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang
timbul berdasarkan pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya
manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Limit tersebut sebelumnya telah dibahas pada Rapat Komite Manajemen Risiko Bank
Sumut yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Utama untuk meminta persetujuan.

4. Limit tersebut telah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pegawai dalam
bentuk ketentuan Direksi baik berupa Surat Keputusan maupun Surat Edaran dengan




tujuan agar seluruh pegawai mengetahui dan memahami batasan-batasan yang diizinkan
dalam melaksanakan kegiatan operasional tersebut.

5. Bank Sumut telah memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
Besaran limit diusulkan oleh satuan Kkerja operasional terkait, selanjutnya
direkomendasikan kepada unit kerja yang bertanggung jawab untuk mendapat
persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya masing-
masing yang diatur dalam kebijakan internal Bank dan besaran limit tersebut direview
secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

6. Limit tersebut secara berkala direview oleh Direksi dan/atau Satuan Kerja Manajemen
Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Adapun kebijakan, prosedur internal, dan penetapan limit untuk mengendalikan risiko yang
telah diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Bank Sumut antara lain adalah :

- Menerbitkan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Sumut.

- Menetapkan/menyempurnakan kebijakan kredit/pembiayaan.

- Menetapkan/menyempurnakan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

- Menetapkan profil risiko unit kantor cabang.

- Menetapkan kewenangan untuk pemutusan kredit/pembiayaan.

- Menetapkan kewenangan Divisi Tresuri dalam melaksanakan transaksi.

- Menetapkan kewenangan penyimpanan uang pada Unit Kantor Operasional.

- Menetapkan Budget Loss Limit pada Divisi Tresuri.

- Menetapkan suku bunga dana dan suku bunga kredit pada rapat ALCO.

- Menetapkan limit internal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Menetapkan portofolio guideline kredit berdasarkan sektor usaha.

- Mentetapkan portofolio guideline tresuri terhadap kegiatan tresuri (risiko pasar).

- Menetapkan prosedur dan mekanisme penerapan Bussiness Continuity Management

(BCM).

. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
serta sistem informasi Manajemen Risiko

Seluruh kegiatan manajemen risiko pada kegiatan operasional pada Bank Sumut dilakukan
melalui proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko dimulai dari tahap identifikasi
risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Untuk mendukung
seluruh proses manajemen risiko dimaksud, Bank Sumut telah menggunakan sistem aplikasi
Risk Management System Bank Sumut (RMIS) Bank Sumut sebagai sistem informasi
manajemen risiko. Dengan menggunakan sistem ini, seluruh proses manajemen risiko
dilakukan secara sistematis oleh sistem sehingga proses manajemen risiko dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Selain itu penggunaan sistem informasi akan menghemat
waktu dan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Adapun proses
manajemen risiko pada Bank Sumut adalah :

1. Pada Bank Sumut, proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh
sumber Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas Bank serta memastikan bahwa
Risiko dari produk atau aktivitas baru tersebut telah melalui proses Manajemen Risiko
yang layak sebelum dipasarkan kepada masyarakat.




2. Setelah dilakukan proses identifikasi langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran
risiko. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank
sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara
berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Sistem
pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan
integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko. Pada Bank
Sumut, metode pengukuran Risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri
campuran antara metode pengukuran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan
perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank. Sistem
pengukuran Risiko yang dilakukan oleh Bank dievaluasi dan disempurnakan secara
berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi,
akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur
Risiko.Untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko maka Bank melakukan stress test
dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal
dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap
perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan
terhadap portofolio Bank.

3. Setelah dilakukan pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
pemantauan risiko oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada
Manajemen sebagai pedoman dalam rangka melakukan mitigasi Risiko dan tindakan
yang diperlukan. Hal-hal yang harus dipantau antara lain besarnya eksposur Risiko,
toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi
pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

4. Setelah dilakukan pemantauan, dilakukan proses pengendalian terhadap risiko
dimaksud. Proses pengendalian Risiko disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun
tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko yang sudah ditetapkan.
Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme
lindung nilai, asuransi, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian
maupun metode pengendalian risiko lainnya yang relevan dengan kondisi Bank.

5. Untuk mempermudah proses dan prosedur manajemen risiko tersebut diatas, Bank
Sumut mempergunakan Risk Management Information System sebagai tools untuk
memperoleh keakuratan dan menghasilkan data yang real time sehingga apabila terjadi
perubahan eksposur risiko, manajemen dapat bertindak dengan cepat dan dampak
kerugian yang ditimbulkan dapat dimitigasi dengan segera.

D. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem
pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat
membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan
dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya
kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem




pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh

satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Bank Sumut adalah sebagai berikut :

1. Bank Sumut telah melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam
penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang
telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) telah
memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Penerapan prinsip pemisahan fungsi
tersebut dilaksanakan baik pada kegiatan operasional di front office maupun back office
dimana terdapat pemisahan fungsi maker (petugas yang melaksanakan), checker
(petugas yang memeriksa), dan approval (petugas yang menyetujui).

2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan

pada Bank Sumut meliputi :

a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang
melekat pada kegiatan usaha Bank;

b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan,
prosedur dan limit;

c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja
operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;

d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab
masing-masing unit dan individu;

e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku;

g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan
prosedur operasional Bank;

h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;

i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur
operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;

j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap
penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan
pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

3. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern terus dipantau oleh SKAL
Temuan audit yang belum ditindaklanjuti selanjutnya diinformasikan oleh SKAI kepada
Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

4. Tingkat responsif Bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi
terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

IV. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03 /2016 Tanggal 16 Maret
2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, seluruh Bank Umum
diwajibkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko. Visi dan misi Komite Manajemen
Risiko PT Bank Sumut adalah Meraih bisnis yang menguntungkan melalui penerapan fungsi
manajemen risiko yang independen dan kokoh dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham
melalui proses-proses manajemen risiko yang handal untuk mendapatkan keuntungan yang wajar.




Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi

kepada direktur utama, yang mencakup :

a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan

c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari

prosedur normal.

Struktur Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagan berikut :

KETUA
Direktur Kepatuhan

WAKIL KETUA |

Direktur Keuangan
danTI

WAKIL KETUA I

Direktur Pemasaran

WAKIL KETUA 1lI

Direktur Bisnis dan
Syariah

SEKRETARIS

Pemimpin Divisi
Manajemen Risiko

ANGGOTA

Pemimpin Divisi,

Sekper dan UUS

Pada Bank Sumut Komite Manajemen Risiko diketuai Direktur Kepatuhan, sedangkan
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berkedudukan sebagai Sekretaris Komite. Apabila
terdapat usulan/permasalahan dari seluruh unit kerja terkait kebijakan, strategi, dan limit
risiko maka unit kerja tersebut dapat mengusulkan usulan/permasalahan dimaksud untuk
dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko melalui Ketua atau Sekretaris Komite

Manajemen Risiko.

Pada tahun 2022, bank telah meniadakan raiat Komite Manai'emen Risiko iaitu :

1. | 18 Januari 2022 1. Finalisasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank
2. Finalisasi Laporan Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP)
2. | 22 Maret 2022 1. Penetapan Limit Individu dalam Proses Pemberian
Kredit/Pembiayaan
2. Revisi Wewenang Transaksi Tresuri
3. Proses Penerapan Budget Loss Limit & Cut Loss Limit
Transaksi Tresuri
4. Rencana Revisi Wewenang Pejabat terkait Struktur
Cluster Bisnis
5. Penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk
Limit tahun 2022
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Komite Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Bank Sumut telah membentuk Komite Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi Nomor 244 /Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 03 Desember 2014 tentang
Susunan dan Tata Kerja Komite Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank Sumut yang diketuai
oleh Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dengan anggota seluruh Divisi Terkait yang men-
suport data dalam penyusunan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Komite ini dibentuk dalam rangka penyempurnaan hasil Penilaian Tingkat Kesehatan
sebelum dibahas lebih lanjut ke Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan kegiatan komite ini,
selain membahas tentang hasil Penilaian Tingkat Kesehatan juga membahas tentang laporan
profil risiko yang disusun secara triwulanan. Pada pembahasan tersebut dilakukan analisa
lebih dalam yang melibatkan divisi terkait yang men-suport data ke Divisi Manajemen Risiko
agar pada saat pembahasan tingkat Komite Manajemen Risiko hasil penilaian tersebut telah
mencerminkan keadaan/gambaran umum risiko bank terkini dan komprehensif.

. Komite Combine Assurance

Bank Sumut telah membentuk Komite Combine Assurance sesuai dengan Surat Keputusan
Direksi Nomor 403/Dir/DSDM-TK/SK/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Komite
Combine Assurance yang anggotanya terdiri dari :
1. Ketua : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
2. Sekretaris : Pemimpin Bidang Manajemen Risiko Operasional dan Lainnya
3. Anggota :- Pemimpin Divisi Kepatuhan

- Pemimpin Divisi Pengawasan

Komite Combine Assurance memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi antara unit asurans, termasuk unit kerja lainnya apabila
diperlukan, terkait penanganan isu atau permasalahan penting dan/atau mendesak yang
terjadi di internal Bank yang memiliki potensi risiko menghambat pencapaian tujuan
kinerja Bank.

2. Mendeteksi, mengevaluasi setiap potensi risiko dari seluruh isu atau permasalahan
penting dan/atau mendesak yang terjadi di internal Bank untuk segera dicarikan
solusinya melalui rapat komite.

3. Menyelesaikan setiap irisan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, wewenang,
dan fungsi antara unit asurans serta unit kerja lainnya bila diperlukan.

4. Memberikan keputusan komite yang berisi rekomendasi atas isu atau permasalahan
yang dibahas didalam rapat komite kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur yang
membidangi isu atau permasalahan yang dibahas

Sosialisasi Manajemen Risiko

Bank Sumut secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada
seluruh unit kerja untuk menciptakan risk awareness yang pada akhirnya diharapkan akan
tercipta budaya risiko (risk culture) dalam melaksanakan kegiatan sehari - hari pada Bank.
Kegiatan sosilasisasi tersebut dilakukan dengan cara daring (online) dan kunjungan ke
cabang. Kegiatan sosialisasi tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai
pegawai PT Bank Sumut dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
Selain dengan cara tersebut diatas, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:
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- Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.

- Kegiatan briefing pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.

- Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko melalui surat.
- Melalui media e-learning.

- Kunjungan langsung ke Cabang.

Review atas efektifitas sistem manajemen risiko perusahaan

Secara berkala Bank Sumut melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem
manajemen risiko perusahaan. Apabila menurut Satuan Kerja Manajemen Risiko, terdapat
ketentuan atau kebijakan yang sudah kurang relevan maka Satuan Kerja Manajemen Risiko
akan menyampaikan usulan kepada manajemen agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap
ketentuan/kebijakan tersebut. Selanjutnya manajemen akan mengadakan pembahasan
terhadap usulan dimaksud dalam rapat Komite Manajemen Risiko untuk diambil keputusan
yang kemudian keputusan tersebut akan diusulkan kepada Direktur Utama untuk meminta
persetujuan. Selain itu Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan analisa terhadap
ketentuan dan atau kebijakan yang akan diterbitkan oleh Bank. Dengan melakukan analisa
risiko tersebut bertujuan untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan operasional Bank Sumut sehari - hari.

Bank Sumut akan terus berupaya melakukan pengembangan manajemen risiko secara
berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis Bank dengan
berlandaskan kepada struktur organisasi, strategi, dan sistem informasi manajemen.
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BankSUMUT

Memberikan Pelayanan Terbaik

Pengelolaan Risiko Likuiditas

A. Organisasi manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
keuangan Bank. Risiko Likuiditas merupakan risiko yang memerlukan pengelolaan
secara berkesinambungan sama halnya dengan pengelolaan risiko lainnya. Risiko
likuiditas timbul secara alamiah sebagai akibat dari mismatch atau Gap antara Rate
Sensitive Assets (RSA) yaitu aset yang sensitif terhadap suku bunga dan Rate Sensitive
Liabilities (RSL) yaitu kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga Hal ini dikarenakan
pada umumnya bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya
ke dalam kredit/pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian
antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu
penempatan dana tersebut menyulitkan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
kepada nasabah dan pihak lainnya.

Selain itu penyebab lain dari risiko likuiditas adalah karena terjadi penarikan dana
dalam jumlah yang sangat besar sebagai akibat situasi politik dan ekonomi yang kurang
menguntungkan, sehingga dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas
dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha bank tersebut.
Bank mengelola risiko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh
tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut dicapai oleh Bank
dengan menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan cadangan likuiditas yang
optimal, mengukur dan menetapkan limit wuntuk risiko likuiditas serta
penyusunan contingency plan. Untuk mengelola risiko likuiditas, Bank Sumut memiliki
Asset and Liabilities Committee (ALCO) yaitu suatu komite yang bertanggung jawab
untuk melakukan pengelolaan likuiditas pada Bank Sumut.

Dalam memonitor transaksi sehari - hari, risiko likuiditas Bank Sumut dikelola oleh
Divisi Tresuri.

B. Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas

Sebelum suatu risiko terjadi, biasanya akan menunjukkan suatu gejala. Gejala tersebut
apabila tidak ditindaklanjuti dengan segera akan mengakibatkan semakin
meningkatnya eksposur risiko tersebut. Agar gejala munculnya risiko dapat diketahui
lebih awal, maka diterapkanlah indikator peringatan dini (early warning system) pada
Bank Sumut. Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas pada Bank meliputi
indikator internal dan indikator eksternal.




1) Indikator internal
Indikator inernal adalah indikator yang berasal dari dalam Bank itu sendiri. Yang
termasuk indikator internal antara lain adalah kualitas asset yang memburuk,
peningkatan konsentrasi pada beberapa asset dan sumber pendanaan tertentu,
perningkatan currency missmatches, terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya
dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai
akibat maturity missmatch yang besar terutama skala waktu jangka pendek

2) Indikator eksternal
Indikator eksternal adalah indikator early warning system yang berasal dari luar
Bank Sumut. Indikator eksternal antara lain informasi publik yang negatif terhadap
bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan fasilitas
credit line yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito
sebelum jatuh tempo, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan
jangka panjang.

Selain itu, Early warning system untuk mendeteksi gejala risiko likuiditas yang
digunakan adalah laporan-laporan yang dikeluarkab oleh Bank secara berkala yaitu
laporan maturity profile dan laporan cash flow. Laporan maturity profile bertujuan
untuk melihat selisih antara asset dengan kewajiban, sedangkan laporan cash flow
adalah laporan selisih antara kas masuk dengan kas keluar dengan melakukan
forecasting dengan rentang waktu tertentu baik dengan asumsi kontraktual maupun
asumsi historikal.

. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas

Tingkat likuiditas Bank diukur dengan besarnya tingkat cadangan primer dan cadangan
sekunder yang dipelihara Bank serta rasio likuiditas lainnya. Pengukuran rasio
likuiditas Bank meliputi struktur pendanaan, expected cash flow, akses pasar dan asset
marketability. Pengelolaan cadangan primer dan cadangan sekunder adalah untuk
keperluan pendanaan operasional harian dan sebagai buffer untuk mengcover
penarikan dana yang tidak terduga Dalam hal pengukuran risiko likuiditas, Bank
memiliki beberapa alat yang digunakan yaitu :

- Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar
termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontijensi pada
transaksi rekening administratif.

- Rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas
dan/atau mengukur kemampuan bank umtuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

- Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi asset, kewajiban, dan rekening administratif
ke dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai jatuh tempo.

- Stress testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario
tertentu terhadap posisi likuiditas Bank dalam kondisi krisis.

- Laporan cash flow yaitu laporan selisih antara kas masuk dengan kas keluar dengan
melakukan forecasting dengan rentang waktu tertentu baik dengan asumsi
kontraktual maupun asumsi historikal.




Dalam melakukan pengelolaan, bank memelihara cadangan likuiditas dalam bentuk :

- Primary reserve (cadangan primer), merupakan cadangan utama yang pertama kali
digunakan untuk memenuhi kewajiban likuiditas. Primary reserve ditempatkan
dalam bentuk kas dan giro pada Bank Indonesia sebagai Giro Wajib Minimum.

- Secondary reserve (cadangan sekunder), merupakan kelebihan likuiditas yang
dikelola oleh bank selain diperuntukkan untuk memperoleh imbal hasil dari
pengelolaannya (baik dalam bentuk bunga/kupon dari penempatan ataupun
kenaikan atas nilai penempatan), juga ditujukan untuk mendukung kebutuhan
likuiditas harian yang ditempatkan dalam instrument :

e Penempatan pada Bank Indonesia.
e Penempatan pada bank lain.
e Surat-surat berharga yang berada dalam portofolio diperdagangkan dan tersedia
untuk dijual.

- Tertiary reserve (cadangan tersier)
Merupakan kelebihan likuiditas yang ditempatkan dalam instrument investasi
jangka panjang yaitu instrument investasi yang digolongkan kedalam portofolio
dimiliki sehingga jatuh tempo ataupun dalam kategori pinjaman yang diberikan
dan piutang.

Selain hal tersebut diatas, Bank Sumut melakukan proses pengukuran dan
pengendalian atas risiko likuiditas secara terpadu melalui Risk Management
Information System (RMIS) Bank Sumut. Risk taking unit dalam hal ini Divisi Tresuri
melakukan proses identifikasi atas risiko likuiditas atas kegiatan - kegiatan yang
berhubungan dengan risiko likuiditas. Untuk selanjutnya hasil identifikasi tersebut
diinput ke dalam software RMS Bank Sumut. Secara berkala risk taking unit
mengirimkan data tersebut kepada Divisi Manajemen Risiko untuk selanjutnya
dilakukan proses pengukuran secara sistem maupun secara manual. Output dari
proses pengukuran tersebut kemudian dipantau untuk melihat kecenderungan profil
risiko likuiditas Bank Sumut. Apabila dalam proses pemantauan tersebut ditemukan
peningkatan yang cukup signifikan dalam risiko likuiditas, Divisi Manajemen Risiko
melalui Komite Manajemen Risiko bersama dengan Direksi dan Divisi Tresuri
menetapkan langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko
tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sumut untuk menjaga likuiditas bank

adalah :

1. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga tanpa terfokus pada satu nasabah
tertentu dan juga memberikan pembiayaan yang bersifat menyebar.

2. Mengaktifkan fungsi dan peran Asset Liability Committee (ALCO).

3. Meningkatkan upaya penghimpunan dana dan mengefektifkan pengelolaan jatuh
tempo penyaluran dana dengan jatuh tempo dana pihak ketiga.

4. Menjalin hubungan dengan Bank lain dalam bentuk money market line

5. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank.

6. Menjalin kerjasama dengan PT Sarana Muliguna Finance (Persero) dalam hal
pendanaan Non DPK (refinancing).

7. Menerbitkan obligasi sebagai salah satu upaya untuk memitigasi Risiko Likuiditas.




1. Pengungkapan kualitatif mengenai struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal
yang diterbitkan oleh Bank

Struktur modal Bank Sumut terdiri dari :

(dalam jutaan)

A. Modal Inti ( Tier 1) : 4,396,561

1) Modal Inti Utama (CET 1) : 4,396,561

- Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury) : 2,456,299

- Cadangan Tambahan Modal : 2,005,050

- Kepentingan Non Pengendali yang Dapat Diperhitungkan : 0

- Faktor Pengurang Modal Inti Utama : 64,788

2) Modal Inti Tambahan (Additional Tier-1) : 0

- Instrumen yang memenubhi persyaratan AT-1 : 0

- Agio / Disagio : 0

- Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan : 0

B. Modal Pelengkap ( Tier 2) : 466,516

1) Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan* : 220,625

2) Agio/disagio : 0

3) Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko : 245,892

Kredit)

4) Faktor Pengurang Modal Pelengkap : 0

Total Modal : 4,863,077
- ATMR Risiko Kredit : 19,671,341
- ATMR Risiko Pasar : 4,468
- ATMR Risiko Operasional : 4,479,058
Total ATMR : 24,154,867

Rasio KPMM (CAR)

- Rasio Tier 1 : 18.20
- Rasio Tier 2 : 1.93
- Rasio Total : 20.13

Instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank yaitu dalam bentuk Obligasi Subordinasi*

a. Nama Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi ini diberi nama Obligasi Subordinasi [ Bank Sumut Tahap I Tahun 2018.

b. Jenis Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui
Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi
Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian
Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi
tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan - Straight Bonds

c. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp. 444.000.000.000- empat ratus empat puluh
empat miliar rupiah) dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
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d. Bunga Obligasi
Tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar 10,5% per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap
triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Tingkat Bunga
Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) hari.

e. Tanggal Pelunasan dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi dengan jumlah pokok sebesar Rp. 444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar
Rupiah) akan dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu 5 Juli 2025. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh
Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

f. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2018 (pembayaran bunga
per triwulan), sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan
pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

g. Cara & Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

h. Mata Uang Obligasi Subordinasi
Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

i. Jaminan
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik
Indonesia atau Perusahaan Anak atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank
yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan OJK No. 34 dan merupakan
kewajiban Perseroan yang disubordinasikan sesuai ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

j. Hak Senioritas Atas Utang
Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi
Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian
Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh
Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian
Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2
Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan tidak mempunyai Utang Senior yang mempunyai hak keutamaan atau

k. Penarikan Obligasi Subordinasi
Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi keluar dari Rekening Efek untuk
dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran
Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

1. Pengalihan Obligasi Subordinasi
Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening
Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening
selaku Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi
Subordinasi.
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m. Rating Obligasi Subordinasi
Berdasarkan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan terakhir posisi Desember 2020 yang dilakukan :
PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Sumut Tahun
2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Perseroan adalah :
idBBB+ (Triple B Plus)
Peringkat obligasi subordinasi adalah dua tingkat lebih rendah dari peringkat Perusahaan untuk mengakomodasi
risiko surat utang tersebut yang dapat diturunkan nilainya jika non-viability event terjadi. Prospek peringkat
tersebut adalah “stabil”. Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai
dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang
terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang
atas efek utang. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata
kategori yang bersangkutan. Peringkat tersebut mencerminkan pasar captive Bank di Provinsi Sumatra Utara,
permodalan yang kuat, dan profil likuiditas yang di atas rata-rata. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh kualitas
aset yang dibawah rata-rata, dan kompetisi yang lebih ketat di segmen kredit produktif.

n. Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Subordinasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi,
akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung
perkembangan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana
antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse
repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan
dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum ("Aset Produktif"). Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap
(Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

2. Pengungkapan kualitatif mengenai struktur permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang

digunakan Bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan

A. Strategi pengelolaan modal

1) Sumber-sumber permodalan :
Sumber permodalan dapat berasal dari penambahan setoran modal Pemegang Saham. Dalam hal ini Pemegang
Saham pengendali Bank SUMUT memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam rangka
mendukung usaha Bank SUMUT.

2) Perencanaan modal untuk memenuhi KPMM serta mendukung rencana strategi bisnis Bank :
Posisi KPMM sebesar : 20,13% pada bulan 31 Desember 2022.
Sehubungan dengan hasil SREP yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode Semester II
(Desember 2022) diperoleh KPMM Bank minimal 15,90% yang merujuk kepada peringkat komposit profil risiko
Bank Sumut yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 2 (low to moderate ). Berdasarkan posisi KPMM
pada bulan Desember 2022, maka Bank memiliki ekses KPMM yang relatif cukup untuk melakukan
pengembangan bisnis sesuai RBB pada tahun berjalan 2023. namun demikian dalam rangka mendukung Rencana
Bisnis Bank berikutnya, Bank dinilai masih memerlukan penambahan modal.

3) Strategi permodalan sesuai profil risiko

a.  Profil risiko memiliki peran penting terhadap kecukupan modal minimum Bank, dengan demikian langkah-
langkah pengendalian risiko dilakukan agar Bank memiliki KPMM dalam kondisi yang terkendali.

b. Untuk mendukung kecukupan modal minimum sesuai profil risiko tersebut, dilakukan evaluasi terhadap
jenis risiko yang memiliki peringkat yang memerlukan monitoring maupun tindak lanjut perbaikan yang
memiliki dampak langsung kepada perhitungan modal minimum antara lain risiko kredit, risiko pasar dan
risiko operasional. Namun demikian terhadap risiko lainnya memerlukan pengelolaan oleh Risk Taking Unit
sebagai risk owner antara lain risiko likuiditas, sehubungan dengan kemampuan Bank untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas jangka pendek apabila tidak didukung oleh secondary reserve yang cukup maupun
sumber-sumber pendanaan lainnya. Adapun untuk Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan
Risiko Reputasi juga memerlukan pengelolaan dan pengendalian yang memadai.

c. Seluruh Satuan Kerja memiliki peran masing-masing untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang
melekat pada aktivitas satuan kerjanya.
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B. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Material
1) Hasil identifikasi dan pengukuran jenis risiko yang dinilai material oleh Bank yang telah diuraikan dalam laporan
Profil Risiko meliputi :

a.

Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi pada aktivitas perkreditan dan investasi yang merupakan risiko utama dari profil risiko
yang memiliki dampak terhadap pendapatan Bank.

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang dapat terjadi pada seluruh aktivitas operasional Bank yang memiliki dampak pada
kerugian financial.

Risiko Pasar

Risiko kerugian yang dapat terjadi pada posisi on balance sheet dan off balance sheet akibat dari pergerakan
atau fluktuasi di pasar yang memiliki dampak pada net interest income (Risiko suku bunga pada banking
book) atau nilai dari investasi maupun pendapatan valuta asing (Risiko nilai tukar).

Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi karena Bank tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas atau kemungkinan Bank tidak
dapat melakukan konversi surat berharga menjadi cash yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal (kondisi
pasar) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau kondisi sistemik sehingga memiliki dampak terhadap
biaya apabila Bank harus melakukan transaksi antar Bank dengan suku bunga yang tidak normal atau
kerugian dari penjualan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Risiko Hukum

Risiko kerugian akibat dari permasalahan hukum yang terjadi pada aktivitas perkreditan atau lainnya.

Risiko Kepatuhan

Risiko yang terjadi akibat dari kerugian ketidak patuhan pada peraturan dengan adanya sanksi pinalti dari
regulator.

Risiko Stratejik

Risiko yang terjadi akibat tidak tepatnya pemilihan strategi atau penyimpangan dari strategi yang telah
dibuat dan mempengaruhi kinerja Bank.

Risiko Reputasi

Risiko kerugian yang terjadi akibat dari permasalahan reputasi, misalnya claim nasabah akibat
keterlambatan pengiriman uang.

C. Metode dan asumsi yang digunakan
Tabel. Faktor-faktor penilaian dan pengukuran risiko (Sesuai penilaian tingkat kesehatan)

1. Risiko Kredit

Jenis Risiko Risiko Inheren

Komposisi portofolio kredit dan tingkat konsentrasi

Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan

Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
Faktor eksternal

2. Risiko Operasional

Karakteristik dan kompleksitas bisnis

Sumber Daya Manusia

Teknologi informasi dan infrastruktur pendukungpenyediaan dana
Fraud

Kejadian eksternal

3. Risiko Pasar

Volume dan komposisi portofolio
Kebijakan dan strategi bisnis yang berdampak pada risiko pasar

4. Risiko Likuiditas

Komposisi asset, kewajiban dan transaksi rekening administrative
Konsentrasi dari asset dan kewajiban

Kerentanan pada kebutuhan pendanaan

Akses pada sumber pendanaan

5. Risiko Hukum

Faktor litigasi
Faktor kelemahan perikatan
Faktor ketiadaan / perubahan perundang-undangan

6. Risiko Kepatuhan

Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan Ban
Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu

QTR TR0 TR|ITRIC 0 TR0 TR
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7. Risiko Stratejik Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis

Strategi berisiko tinggi dan strategi beriko rendah

Posisi bisnis Bank

Pencapaian rencana bisnis Bank

Pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait
Pelanggaran etika bisnis

Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank

Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank

Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

8. Risiko Reputasi

spoooelpo oo

D. Penilaian Kecukupan Modal
1) Penilaian Kecukupan Modal Minimum
Bank melakukan penilaian kecukupan modal minimum sesuai ketentuan terhadap 3 jenis risiko sesuai tabel

Jenis Risiko Metode

RlSlkO Kredit Pendekatan Standar
2. Risiko Operasional Pendekatan Indikator Dasar
3. |Risiko Pasar Pendekatan Standar

Proses penilaian kecukupan modal minimum dari risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar untuk posisi
Desember 2022 menghasilkan rasio KPMM sebesar 20,13%

2) Penilaian kecukupan modal minimum pada poin D.1) diatas dilakukan pada kondisi normal.
Dalam rangka menilai kecukupan modal minimum pada kondisi yang tidak normal, maka skenario stress test
digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan modal dalam kondisi yang tidak normal tersebut
apabila kondisi tersebut terjadi, namun demikian skenario tersebut berdasarkan data historis kerugian yang
pernah terjadi.

E. Modal Minimum Sesuai Profil Risiko (Self Assessment dan SREP OJK)

1) Berdasarkan hasil self assessment & SREP OJK, Bank SUMUT memiliki peringkat profil risiko komposit “2” (low to
moderate). Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum, Bank yang memiliki peringkat profil risiko "2" (low to moderate) harus memiliki KPMM minimal
sebesar 9% sampai dengan kurang 10% dari ATMR.

2) KPMM sesuai dengan Profil Risiko (self assessment) Bank Sumut posisi 31 Desember 2022 adalah sebesar

3) SREP OJK untuk KPMM Bank Sumut posisi 31 Desember 2022 adalah sebesar 15,90%.

4) Ekses KPMM berdasarkan self assessment adalah sebesar 20,13% - 12,45% (KPMM self assessment 31 Desember
2022 termasuk tambahan Buffer dari OJK = 2.5%) = 7,68%.

5) Ekses KPMM berdasarkan SREP OJK adalah sebesar 20,13% - 15,90% (KPMM SREP OJK 31 Desember 2022
termasuk tambahan Buffer dari OJK = 2.5%) = 4,23%.
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1. Eksposur Aset di laporan posisi } p

sekuritisasi

Kategori Portofolio

ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara

dengan

Posisi Tanggal Laporan
ATMR
Sebelum
MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan

Bersih

Anak Triwulan IV- Semester II 2022

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

ATMR
Sebelum MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan
Bersih

1. |Tagihan Kepada Pemerintah 8,071,471 0 4] 6,758,576 o 4]
a.  Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 8,071,471 0 0 6,758,576 0 0

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 0 0 0 0 0 0

2. |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5,806 2,903 2,895 17,347 8,674 4,000
3. |Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4,421 2,211 2,211 5,850 2,925 2,925
4. |Tagihan Kepada Bank 480,316 96,064 96,064 86,153 17,230 17,230
a. Tagihan Jangka Pendek 454,683 90,937 90,937 33,056 6,611 6,611

b. Tagihan Jangka Panjang 25,633 5,127 5,127 53,097 10,619 10,619

5. |Kredit Beragun Rumah Tinggal 1,164,837 340,695 340,079 1,298,287 380,264 379,580
6. |Kredit Beragun Properti Komersial 339,805 339,805 339,805 114,613 114,613 114,333
7. |Kredit Pegawai atau Pensiunan 14,100,472 7,050,236 7,028,629 13,683,262 6,841,631 6,818,765
8. |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel 7,935,439 5,951,579 5,927,843 7,090,654 5,317,991 5,302,913
. |Tagihan Kepada Korporasi 3,414,409| 3,414,409 3,411,461 2,365,063 2,349,720 2,349,720
10. | Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 561,340 813,488 835,488 652,502 969,381 969,381
a. Kredit Beragun Rumah Tinggal 13,045 13,045 13,045 18,745 18,745 18,745

b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 548,295 800,443 822,443 633,757 950,636 950,636
11.|Aset Lainnya 2,278,955 1,275,815 2,278,649 1,213,491
a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin 1,003,140 4] 1,065,533 4]

b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal) 4] 0 4] 750 0 1,125

1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit 0 0 0 o

2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa 0 4] 750 1,125

3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa 0 4] 0 4]

c.  Aset tetap dan inventaris neto 995,085 995,085 903,106 903,106

d.  Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) [)) o [

e. Antar kantor neto 4] 4] 452 452

f. Lainnya 280,730 280,730 308,807 308,807

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi.

Kategori Portofolio

Posisi Tanggal Laporan
ATMR
Sebelum
MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan

Bersih

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

ATMR
Sebelum MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan
Bersih

1. |Tagihan Kepada Pemerintah 3,048
a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia 3,048 0 0 0 0 0
b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain 0 0 0 0 0 0
2. |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 12,125 6,063 6,063 13,868 6,934 6,934
3. |Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 0 0 0 0 0 0
4. |Tagihan kepada Bank 0 0 0 0 0 0
a. Tagihan Jangka Pendek 0 0 0 0 0 0
b. Tagihan Jangka Panjang 0 0 0 0 0 0
5. [Kredit Beragun Rumah Tinggal 789 276 276 643 199 199
6. |Kredit Beragun Properti Komersial 605 605 605 844 844 844
7. |Kredit Pegawai/Pensiunan 382 191 191 0 0 0
8. [Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 80,219 60,164 59,473 41,597 31,198 31,027
9. | Tagihan Kepada Korporasi 344,446 344,446 344,446 175,066 175,066 175,066
10.| Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0 0 0 0
a. Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0
b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0
3. Eksp yang Meni Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

—

.| Tagihan Kepada Pemerintah

Kategori Portofolio

Posisi Tanggal Laporan

ATMR
Sebelum
MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan

Bersih

2,453,716

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

ATMR
Sebelum MRK

ATMR Setelah
MRK

Tagihan
Bersih

3,195,060

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

2,453,716

3,195,060

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

.| Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

.| Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

.| Tagihan kepada Bank

a. Tagihan Jangka Pendek

b. Tagihan Jangka Panjang

.| Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

4. Eksp

.| Tagihan Kepada Korporasi

Risiko Kredit akibat K 1

—-

. | Delivery versus payment

Setelmen (.

O|O[O O[O |Oo|O|O
o|o|o|o|o|o|o|o|o|o

yang M

Jenis Transaksi

Eksposur

t risk)

Posisi Tanggal Laporan

Faktor
Pengurang
Modal

Nilai ATMR

o|o|o|o|o|o|o|o
ol|o|o|o|o|o|o|o|o|e
ol|o|o|o|o|o|o|o|o|e

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

Faktor
Pengurang
Modal

Nilai Eksposur ATMR

a. Beban Modal 8% (5-15 hari)

b. Beban Modal 50% (16-30 hari)

c. Beban Modal 75% (31-45 hari)

d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

. | Non-delivery versus payment




5. Eksposur Sekuritisasi

Posisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
Faktor
Pengurang ATMR
Modal

Posisi Tanggal Laporan

Jenis Transaksi Faktor Pengurang ATMR
Modal

—_

ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach (ERBA)
ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)
Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama

I

w

6. Eksposur Derivatif

dalam j
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

. ATMR :
Kategori Portofolio Tagihan Sebelum ATMR Setelah Tagihan ATMR ATMR Setelah

Bersih MRK Bersih Sebelum MRK MRK

MRK

1. |Tagihan Kepada Pemerintah

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

. |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

. |Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
. | Tagihan kepada Bank

a. Tagihan Jangka Pendek

b. Tagihan Jangka Panjang

5. [Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

6. | Tagihan Kepada Korporasi

7. Eksﬁosur tertimbani dari Credit Valuation Adi'ustment (CVA risk weiihted assets)

7 Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

Sl

[dalam jutaan rupiah)]
Posisi Tanggal Laporan Tahun

Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A)
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT:
Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib (B)
dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B) (C) 19,671,344 17,386,408
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL (D) o 4]




Laporan Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022

Keterangan

Posisi Tanggal Laporan

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 1

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun

Sebelumnya

Stage 2

Stage 3

1 [Saldo awal CKPN 126,546 31,818 480,337 69,161 44,983 362,217
2 |Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 10,878 51,989 0 0 0 118,120
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan 0 0 209,166 11,171 13,166 0]
3 glg’l’ll\;za;agdjiizgigjr; ;,Ir?:lﬁ;melakukan hapus buku atas o o 185,747 o 0 54.896
4 [Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan 0 0 0 0 0 0]




Laporan Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar Triwulan IV - Semester 1l 2022

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan (2022) Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (2021)

Jenis Risiko Individual Konsolidasian Individual Konsolidasian

Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

1 |Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum
2 |Risiko Nilai Tukar 357 4,468 357 4,468 659 8,239 659 8,239
3 [Risiko Ekuitas *)

4 |Risiko Komoditas *)
5 |Risiko Option

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud




Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual Triwulan IV - Semester II 2022

Posisi Tanggal Laporan

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit ATMR Beban Modal

Kategori Portofolio

20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

. | Eksposur Laporan Posisi Keuangan

A
1 |Tagihan Kepada Pemerintah 8,071,471 ,/////////j 0 0
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5,806 % 2,895 290
3 |Tagihan Kepada Bank Pembangunan 4421 %/// 2911 221

Multilateral dan Lembaga Internasional ’ % ’

Tagihan Kepada Bank 480,316 777/ 96,063 9,606

4
5 |Kredit Beragun Rumah Tinggal 547,309| 617,528 ] 340,079 34,008
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 339,805 | 339,805 33,981
7
8

Kredit Pegawai/Pensiunan 14,100,472 | 7028629 702,863

Tagihan Kep'ada'Usaha Mikro, Usaha Kecil 7,935,439 5,927,843 592,784
dan Portofolio Ritel Z

9 |Tagihan kepada Korporasi 3,414,409 % 3,411,461 341,146
10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 13,045 /] 835488 83,549

11 |Aset Lainnya 548,295 ] 1,275,815 127,582

B. |Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
1 |Tagihan Kepada Pemerintah 3,048 7/////////////% 0 0
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 12,125 7 6,063 606
3 |Tagihan Kepada Bank Pembangunan 0 % 0 0
Multilateral dan Lembaga Internasional 7
4 |Tagihan Kepada Bank 0 %/////////////% 0 0
5 |Kredit Beragun Rumah Tinggal 789 V77 276 28
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 605 V77 605 61
7 |Kredit Pegawai/Pensiunan 382 Z/////////////% 191 19
8 |Tagihan Kep.ada.Usaha Mikro, Usaha Kecil 80,219 /////// 59,473 5,947
dan Portofolio Ritel %
9 |Tagihan kepada Korporasi 344,446 % 344,446 34,445
10 |Tagihan yang Telah Jatuh Tempo W////////////% 0 0

C. |Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 |Tagihan Kepada Pemerintah 2,453,716 77 0 0
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik W////////////ﬂ
3 |Tagihan Kepada Bank Pembangunan %
Multilateral dan Lembaga Internasional A
4 |Tagihan Kepada Bank W

5 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil 7 //
dan Portofolio Ritel 7

6 |Tagihan kepada Korporasi 7/////////////%




Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022

Lembaga Pemeringkat

Peringkat Jangka panjang

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Pendek

Lembaga Pemeringkat

Peringkat Jangka panjang

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Pendek

Standard and Poor's AA+ s.d AA- A+sdA- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+s.dB- Kurang dari B- A1 A2 A3 Kurang dari A-3
Kategori Portofolio Fitch Ratings AA+s.d AA- A+ s.dA- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+s.dB- Kurang dari B- Fl+s.dF1 F2 F3 Kurang dari F3 e e
Moody's Aals.dAa3 Als.dA3 Baal s.d Baa3 Bals.d Ba3 Bl1s.dB3 Kurang dari B3 P-1 P2 P-3 Kurang dari P-3 & c
PT. Fitch Ratings Indonesia AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4
1 Taglha.n Kepada 6,352,224 1,719,247 8,071,471
Pemerintah
2 |Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik 5,806 5,806
3 |Tagihan Kepada Bank 4,421 4,421
Pembangunan
4 |Tagihan Kepada Bank 85,261 69 0 394,986 480,316
5 K:t‘edlt Beragun Rumah 1,164,837 1,164,837
Tinggal
6 |Kredit Beragun Properti 339,805 339,805
Komersial
7 Kred%t Pegawai/ 14,100,472 14,100,472
Pensiunan
8 |Tagihan Kepada Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan 7,935,439 7,935,439
Portofolio Ritel
9 |Tagihan kepada Korporasi 31,502 3,382,907 3,414,409
10 |Tagihan yang Telah 561,340 561,340
Jatuh Tempo
11 [Aset Lainnva 2,278,955 2,278,955

Standard and Poor's AA+ s.d AA- A+sdA- BBB+ s.d BBB- BB+ 5.d BB- B+ s.dB- Kurang dari B- A1l A2 A3 Kurang dari A-3
Kategori Portofolio Fitch Ratings AA+s.d AA- A+sdA- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+s.dB- Kurang dari B- Fl+s.dF1 F2 F3 Kurang dari F3 Tanpa Peringkat
Moody's Aals.d Aa3 Als.dA3 Baal s.d Baa3 Bal s.d Ba3 Bls.dB3 Kurang dari B3 P-1 P2 P-3 Kurang dari P-3 P £
PT. Fitch Ratings Indonesia AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 5.d id A4 Kurang dari idA4
1 |Tagihan Kepada 6,758,576 6,758,576
Pemerintah
2 |Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik 17,347 17,347
3 |Tagihan Kepada Bank 5,850 5,850
Pembangunan
4 _|Tagihan Kepada Bank 85,082 69 1,002 86,153
5 K‘redlt Beragun Rumah 1,008,287 1,298,287
Tinggal
6 |Kredit E.ieragun Properti 114,613 114,613
Komersial
7 |Kredit Pegawai/ 13,683,262 13,683,262
Pensiunan
8 Ta‘glhan Kepada L.Tsﬂhﬂ 7,090,654 7,090,654
Mikro. Usaha Kecil dan
Tagihan kepada Korporasi 30,984 2,334,079 2,365,063
Tagihan yang Telah 652,502 652,502
Jatuh Temno
11 2,278,649 2,278,649

Aset Lainnva



Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022
(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank Kredit Kredit Tagihan Kepada
Pembangunan Tagihan Kepada Beragun Beragun Kredit Pegawai/ Usaha Mikro,

Multilateral dan Bank Rumah Properti Pensiunan Usaha Kecil dan

Lembaga Internasional Tinggal Komersial Portofolio Ritel

Tagihan Tagihan Kepada
Sektor Ekonomi Kepada

Tagihan Tagihan yang
kepada Telah Jatuh Aset Lainnya
Korporasi Tempo

Entitas Sektor
Pemerintah Publik

Posisi Tanggal Laporan 1 37 36 35 60 0
1 |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 35 0 685 3,196 2,116 27,340 3,052,697 763 21,413 0
2 |Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 12,587 0 44 0
3 |Industri pengolahan 299 0 23 1,495 237,500 106 157,692 472,190 11,922 0
4 [Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0
5 |Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang 0 0 0 0 0 o 2,619 0 545 0
Sampah
6 _|Konstruksi 0 0 0 2,492 38,791 899 272,278 2,036,896 140,336 0
7 Il\’/[e;izigangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda 118 o 901 8,906 7,026 44,235 3,571,839 117,136 71,436 0
8 |Pengangkutan dan Pergudangan 12 0 0 0 1,511 258 40,920 243,486 2,703 0
9 |Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 0 0 0 0 5,180 1,467 120,024 203,563 32,430 0
10 |Informasi dan Komunikasi 0 0 404 4,536 0 0 8,758 0 1,001 0
11 |Aktivitas Keuangan dan Asuransi 51 0 463,687 0 24,015 0 0 323,129 0 0
12 |Real Estat 0 0 0 0 1,609 0 1,249 112,362 0 16,691 0
13 | Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis 0 0 0 0 0 663 0 6,557 0 353 0
14| Aktivitas Penyewaan dan Séwa Guna Usaha Ta.npa Hak OPSIi 0 10 o o 245 16 80 48,313 3,498 1,797 0
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
15 |Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 0 0 0 477 7 0 0 6,765 0 0 0
16 |Pendidikan 0 7 0 1,014 2,027 127 537 52,030 9,457 4,628 0
17 | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 0 20 0 0 2,259 14 1,529 132,397 1,108 24,115 0
18 |Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 0 38 0 0 183 348 786 222,254 125 511 0
19 | Aktivitas Jasa Lainnya 0 0 0 1,310 1,385 84 4,399 15,213 0 9,686 0
20 [Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja 407 3,477 0 0 479,045 3,387 13,096,107 77,849 240 2,286 0
21 |Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 |Bukan Lapangan Usaha 44 0 0 10,647 656,681 19,027 913,148 21,148 2,819 218,825 0
23 |Lainnya 0 1,739 1 1,146 770 0 8,333 513 0 618 2,278,955
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0 161 0 0 3,794 30,492 32,424 2,742,162 1,185 21,387 0
2 |Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 7,531 0 6 )
3 |Industri pengolahan 0 583 0 0 1,968 40,420 306 111,726 274,075 2,304 0
4 |Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 0 0 0 0 261 0 0 905 0 0 0
5 [Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang o o o o o o o 2,480 o 05 o
Sampah
6 |Konstruksi 0 9,288 0 0 5,959 8,784 524 331,793 1,022,471 30,050 0
7 Ili’/[e;:(l)z;gangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda o 333 o o 14,150 9,119 66,193 3,127,266 68,634 51,201 o
| 8 [Pengangkutan dan Pergudangan 0 17 0 0 0 2,105 0 48,048 36,523 1,192 0
9 |Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 0 1,151 0 0 8 6,297 127 101,702 234,684 767 ]
10 |Informasi dan Komunikasi 0 0 0 0 3,479 600 0 8,662 0 41 ]
11 |Aktivitas Keuangan dan Asuransi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 |Real Estat 0 0 0 0 2,899 88 1,642 112,815 0 794 9]
13 | Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis 0 0 0 0 13 774 0 7,523 0 0 0
14 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya 0 21 0 0 1,887 03 215 62,184 0 834 0
15 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 0 0 0 0 33 0 78 13,544 0 0 0
16 |Pendidikan 0 22 0 0 4,028 8 476 78,941 0 0 9]
17 | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 0 41 0 0 356 448 1,732 130,325 1,088 180 0
18 |Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 0 256 0 0 589 398 1,642 219,520 398 1,291 0
19 | Aktivitas Jasa Lainnya 0 0 0 0 33 368 95 12,106 0 54 0
20 | Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja 216 5,290 0 0 583,152 5,118 12,649,415 105,221 230 9,055 0
21 |Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 |Bukan Lapangan Usaha 24 0 0 0 120 0 614,358 800 0 110 0
23 |Lainnya 6,758,336 184 5,850 86,153 675,559 9,531 314,035 -134,602 725,775 533,139 2,278,649




Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester 11 2022
(dalam jutaan rupiah)

waktu kontrak

Kategori Portofolio

>1 thns.d. 3 thn

Tagihan bersih be

>3 thns.d. 5 thn

ngka waktu kontrak

>5 thn Non Kontraktual

Total

>1 thns.d. 3 thn

>3 thns.d. 5 thn

>5 thn

Total

1 [Tagihan Kepada Pemerintah 8,071,471 0 0 0 8,071,471 6,758,576 0 0 0 6,758,576
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5,645 40 121 0 5,806 17,112 23 211 0 17,347
3 |Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4,421 0 0 0 4,421 5,850 0 0 0 5,850
4 |Tagihan Kepada Bank 480,316 0 0 0 480,316 86,153 0 0 0 86,153
5 [Kredit Beragun Rumah Tinggal 1,164,751 86 0 0 1,164,837 1,298,020 267 0 0 1,298,287
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 339,805 0 0 0 339,805 114,613 0 0 0 114,613
7 |Kredit Pegawai/Pensiunan 14,096,030 2,301 2,034 106 14,100,472 13,679,912 2,466 803 81 13,683,262
8 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7,878,849 27,828 26,773 1,989 7,935,439 7,021,364 51,649 15,968 1,673 7,090,654
9 |Tagihan kepada Korporasi 3,410,840 1,116 2,452 0 3,414,409 2,357,266 4,551 3,246 0 2,365,063
10 [Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 522,757 1,356 2,220 35,006 561,340 595,207 4,099 15,311 37,884 652,502
11 |Aset Lainnya 2,278,955 0 0 0 2,278,955 2,278,649 0 0 0 2,278,649




Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022
(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

Kategori Portofolio Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Wilayah 1

Wilayah 2

Wilayah 3

dst.

Wilayah 1

Wilayah 2

Wilayah 3

dst.

1 |Tagihan Kepada Pemerintah 8,071,471 0 8,071,471 6,758,576 0] 6,758,576
2 |[Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5,806 0 5,806 17,347 0 17,347
3 |Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4,421 0 4,421 5,850 0] 5,850
4 |Tagihan Kepada Bank 480,316 0 480,316 86,153 0 86,153
5 |[Kredit Beragun Rumah Tinggal 1,157,327 7,510 1,164,837 1,288,063 10,224 1,298,287
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 339,805 0 339,805 114,613 0] 114,613
7 |Kredit Pegawai/Pensiunan 14,079,562 20,910 14,100,472 13,654,956 28,306 13,683,262
8 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7,854,854 80,585 7,935,439 7,008,236 82,419 7,090,654
9 |[Tagihan kepada Korporasi 1,295,843 2,118,566 3,414,409 1,330,031 1,035,032 2,365,063
10 |Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 561,312 28 561,340 652,072 430 652,502
11 |Aset Lainnya 2,278,955 0 2,278,955 2,278,649 0 2,278,649




Laporan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual Triwulan IV - Semester II 2022

Posisi Tanggal Laporan

Bagian Yang Dijamin Dengan

Kategori Portofolio Bagian Yang Tidak

Tagihan Bersih

Agunan

Garansi

Asuransi
Kredit

Lainnya

Dijamin

A. |Eksposur Laporan Posisi Keuangan
1 [Tagihan Kepada Pemerintah 8,071,471 0 0
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5,806 17 5,789
3 .
Tagll'}an Kepada Bank Pembangunfaln 4,421 0 4,421
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 |[Tagihan Kepada Bank 480,316 0 480,316
S |Kredit Beragun Rumah Tinggal 1,164,837 2,177 1,162,660
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 339,805 0 339,805
7 |Kredit Pegawai/Pensiunan 14,100,472 43,214 14,057,258
8 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel 7,935,439 31,648 7,903,791
9 [Tagihan kepada Korporasi 3,414,409 2,948 3,411,461
10 |Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 561,340 0 561,340
11 |Aset Lainnya 2,278,955 0 2,278,955
B. |Eksposur Transaksi Rekening Adminsitratif
1 |Tagihan Kepada Pemerintah 3,048 0
2 |Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 12,125 0 12,125
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan 0 0
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 |Tagihan Kepada Bank 0 0
5 |Kredit Beragun Rumah Tinggal 789 0 789
6 |Kredit Beragun Properti Komersial 605 0 605
7 |Kredit Pegawai/Pensiunan 382 0
8 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel 80,219 921 79,298
9 |Tagihan kepada Korporasi 344,446 0 344,446
10 |Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0
C. |Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 [Tagihan Kepada Pemerintah 2,453,716 0 0
2 [Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 |[Tagihan Kepada Bank 0
5 |Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel
6 |Tagihan kepada Korporasi







Laporan Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan

Sektor Ekonomi

Tagihan

Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai

Belum Jatuh
Tempo

Telah jatuh
tempo

Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) -Stage 1

Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan kerugian Cadangan kerugian

penurunan nilai
(CKPN) - Stage 2

penurunan nilai
(CKPN) - Stage 3

Tagihan
yang
dihapus
buku

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya

Posisi Tanggal Laporan 0 0 0
1 |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,177,238 47,969 49,776 22,017 3,129 47,084 11,272
2 |Pertambangan dan Penggalian 12,934 356 18 170 0 314 209
3 |Industri pengolahan 889,126 6,890 12,278 6,004 162 9,679 1,743
4 |Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 621 0 0 0 0 0 0
5 |Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang 3,244 77 113 9 42 63 o
Sampah
6 |Konstruksi 2,649,148 42,182 151,895 21,592 14,878 63,191 35,631
7 Ili’/leoriigangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda 3,030,334 130,717 141,021 20,133 5,132 143,195 23,002
8 |Pengangkutan dan Pergudangan 292,639 3,591 4,512 2,352 62 2,323 688
9 [Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 401,165 53,866 3,597 1,732 28,197 12,246 371
10 [Informasi dan Komunikasi 14,844 1,179 91 269 0 174 420
11 [Aktivitas Keuangan dan Asuransi 120,786 0 0 1,207 0 0 248
12 [Real Estat 136,446 3,046 21,155 1,795 26 4,114 3,004
13 [Aktivitas Profesi, [lmiah, dan Teknis 9,173 3,467 26 65 0 1,752 0
14 |Aktivitas Per}yewaan dan S.ewa Guna Usaha Tgnpa Hak Op51j 58,944 6,903 6,603 1,079 300 4391 2,108
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
15 [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 7,243 199 0 6 34 0 0
16 [Pendidikan 71,971 4,366 357 468 136 3,252 0
17 |Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 163,450 2,982 1,852 661 0 2,916 774
18 |Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 229,043 8,261 3,008 983 157 8,910 1,633
19 [Aktivitas Jasa Lainnya 32,190 861 1,416 160 0 1,170 611
20 [Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja 13,744,934 244,803 15,039 31,762 29,780 147,590 94,491
21 |Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
22 |Bukan Lapangan Usaha 1,895,779 155,243 3,079 24,489 1,772 4,556 9,542
23 |Lainnya 13,391,498 128 486 470 0 0 0

1 |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,538 3,056 551 26 0 1,576 582
2 |Pertambangan dan Penggalian 431,381 17,520 7,877 1,111 104 12,768 263
3 |Industri pengolahan 1,166 0 0 6 0 0 0
4 |Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 2,575 61 114 4 0 56 0
5 l;zr;lggzllaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang 1,408,868 17,327 100,542 5,172 238 51,260 6,808
6 _|Konstruksi 3,336,898 199,362 101,389 10,914 5,193 144,711 14,827
7 ;{egiigangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda 87,885 4,390 1,785 516 479 2,447 0
8 |Pengangkutan dan Pergudangan 344,735 55,075 1,062 947 1,048 47,606 279
9 [Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 12,783 434 612 167 1 433 602
10 |Informasi dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0
11 [Aktivitas Keuangan dan Asuransi 118,238 6,190 1,539 106 178 3,444 0
12 |Real Estat 8,310 3,607 26 17 0 1,748 0
13 |Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis 65,205 4,147 7,177 218 181 5,296 246
14 |Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya 13,654 125 0 13 0 25 0
15 [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 83,476 5,792 32 76 1 3,058 0
16 |Pendidikan 134,171 4,120 2,201 343 229 3,802 306
17 |Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 224,094 18,281 3,790 660 343 11,187 1,025
18 |Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 12,655 2,134 98 33 10 1,299 0
19 [Aktivitas Jasa Lainnya 13,357,697 231,792 12,099 15,531 18,545 131,951 66,008
20 |Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja 0 0 0 0 0 0 0
21 |Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 615,412 13,742 145 739 892 6,677 1,034
22 [Bukan Lapangan Usaha 0 0 0 0 0 0 0
23 [Lainnya 18,372,023 70,705 42,599 31,953 4,375 50,993 11,705




Laporan Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester II 2022
(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Keterangan Wilayah Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

1 |Tagihan 38,600,124 2,632,625 0] 41,232,749| 37,469,105| 1,169,661 0] 38,638,766
2 |Tagihan yang mengalami peningkatan dan

pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)

a. Belum jatuh tempo 708,103 8,982 0 717,086 646,779 11,206 0 657,985

b. Telah jatuh tempo 399,476 16,845 0 416,321 268,896 14,617 0 283,513
3 |CKPN - Stage 1 135,345 2,079 0 137,424 66,939 1,612 0 68,551
4 |CKPN - Stage 2 82,864 943 0 83,807 31,794 24 0 31,818
5 |CKPN - Stage 3 444,928 11,990 0 456,918 466,772 13,565 0 480,337
6 |Tagihan yang dihapus buku 185,747 0 0 185,747 103,684 0 0 103,684




> Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPD SUMATERA UTARA
Posisi Laporan : 31-Dec-22

(dalam jutaan)

s Periode
eterangan
; 11 sept22)

Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

1 Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi 38,165,386 35,611,387
derivatif dan eksposur SFT

2 Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan - -
penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan

3 (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif) - -

4 (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset) - -

5 (CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan) - 679,592 - 702,424

6 (Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan - 64,788 - 98,271
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)

7 Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan 37,421,007 34,810,691

Eksposur Transaksi Derivatif

8 Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenubhi syarat ataupun - -
terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu

9 Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif - -

10 (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP)) - -

11 Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit - -

12 (Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi - -
penjualan derivatif kredit)

13  Total Eksposur Transaksi Derivatif - -
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)

14 Nilai tercatat aset SFT secara gross 2,453,716 5,014,303

15  (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) - -

16 Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure - -
sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

17 Eksposur sebagai agen SFT - -

18  Total Eksposur SFT 2,453,716 5,014,303
Eksposur Tr ksi Rekening Administratif (TRA)

19 Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi. Nilai gross sebelum dikurangi CKPN. 441,613 329,306

20 (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK - 411,053 - 261,540

kemudian dikurangi CKPN)
21 (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)

22 Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21 30,559 67,766
Modal dan Total Eksposur

23 Modal Inti 4,396,561 4,127,268

24 Total Eksposur 39,905,282 39,892,761
Rasio Pengungkit (Leverage)

25 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan 11.02 10.35
giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada) (%)

25a  Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas 11.02 10.35
penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada) (%)

26 Nilai Minimum Rasio Pengungkit (%) 3.00 3.00

27 Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit (%) 0.00 7.35

Pengungkapan Nilai Rata-Rata
28 Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan 0 0
(sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas

29 Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi 2,453,716 5,014,303
penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan
tagihan kas dalam SFT

30 Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada 39,905,282 39,892,761
Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai
rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

30a Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro 39,905,282 39,892,761
pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan
nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

31 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan 11.02 10.35
giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah
memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28 (%)

31a Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas 11.02 10.35
penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang
telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28 (%)

Analisa Kualitatif

Rasio pengungkit periode 31 Desember 2022 sebesar 11,02% mengalami peningkatan dibanding periode 30 September 2022 sebesar 10,35%.
Hal ini disebabkan karena total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan
dengan nilai tercatat sebesar Rp.39.905.282 juta dibanding periode 30 September 2022 dengan nilai tercatat sebesar Rp.39.892.761 juta dan
modal inti pada periode 31 Desember 2022 juga mengalami peningkatan dengan nilai tercatat Rp. 4.396.561 juta dibanding periode 30
September 2022 dengan nilai tercatat Rp. 4.127.268 juta. Secara keseluruhan rasio pengungkit periode Desember 2022 masih berada diatas
ketentuan minimum rasio pengungkit sebesar 3 %




Laporan Perhitungan Risiko Operasional - Bank secara Individual posisi Triwulan IV - Semester 11 2022

(dalam jutaan rupiah)
Posisi Tanggal Laporan 2022 Posisi Tanggal Laporan 2021

Pendekatan Yang Digunakan Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
Beban Modal

tahun terakhir) tahun terakhir) ST ILALCES

Pendekatan Indikator Dasar 2,388,831 358,325 4,479,058 2,318,647 347,797 4,347,463




Laporan Rekonsiliasi Permodalan posisi Triwulan IV - Semester Il - Desember 2022

Neraca Publikasi

Posisi Tgl Laporan

(dalam jutaan rupiah)

Neraca Konsolidasi
dengan cakupan
konsolidasi berdasarkan
ketentuan kehati-hatian

Posisi Tgl Laporan

A. |ASET
1. |Kas 1,003,139
2. |Penempatan pada Bank Indonesia 4,400,323
Giro pada bank lain 222,999
Cadangan Giro pada bank lain (47)
3. |Penempatan pada bank lain 230,000
4. |Tagihan spot dan derivatif =
5. |Surat berharga 3,795,181
6. |Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -
7. |Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 2.453,716
(reverse repo)
8. |Tagihan akseptasi -
9. [Kredit 25,414,490
10. |Pembiayaan syariah 1) 2,438,559
11. |Penyertaan -
Pendapatan yang masih akan diterima 116,326
Biaya dibayar dimuka 5,677
12. |Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (678,148)
13. |Aset tidak berwujud 13,832
14. |Aset tetap dan inventaris 981,493
15. |Aset non produktif 32
16. |Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- (1,443)
17. |Sewa pembiayaan 3) -
18. |Aset pajak tangguhan 64,547
19. |Aset lainnya 158,454
TOTAL ASET 40,619,102
B. |LIABILITAS
1. |Giro (6,366,729)
2. |Tabungan (12,692,828)
3. |Simpanan berjangka (12,851,440)
4. |Kewajiban kepada Bank lain (1,229,771)
5. |Pinjaman dari Bank Indonesia (839,352)
6. |Estimasi kerugian komitmen & kontijensi (160)
7. |Beban yang masih harus dibayar (35,330)
8. |Liabilitas spot dan derivatif -
9. |Utang atas surat berharga yang dijual dengan janiji dibeli kembali
(repo) )
10. |Utang akseptasi -
11. |Surat berharga yang diterbitkan -
12. |Pinjaman yang diterima (Modal pinjaman) (442,859)
13. |Setoran jaminan (33,818)
14. |Liabilitas antar kantor 2) -
15. |Liabilitas pajak tangguhan (139,833)
16. |Liabilitas lainnya (1,441,579)
TOTAL LIABILITAS (36,073,699)
17. |[Modal disetor (2,456,299)
18. |Tambahan modal disetor -
19. |Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (188,316)
20. |Selisih kuasi reorganisasi 4) -
21. |Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) -
22. |Ekuitas lainnya (63,053)
23. |Cadangan (1,137,017)
24. |Laba/rugi (700,718)
25. |Kepentingan non pengendali 6) -
TOTAL EKUITAS (4,545,403)




TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (40,619,102)

Analisis Kualitatif
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Memberikan Pelayanan Terbaik

Pengelolaan Risiko Hukum

A. Organisasi manajemen risiko hukum

Pengertian risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan
aspek yuridis. Berdasarkan definisi tersebut, ada 2 penyebab munculnya risiko hukum
pada Bank yaitu :

1) Bank dituntut secara hukum oleh stakeholder.

2) Terdapat kelemahan atas aspek yuridis (aspek hukum) yang ada pada Bank misalnya
ketidakpatuhan pada peraturan dan perundang-undangan, serta kelemahan
perikatan, misalnya tidak dipenuhinya persyaratan kontrak, pengikatan agunan yang
tidak sempurna dan lain-lain.

Tujuan risiko hukum dikelola oleh Bank adalah untuk melindungi Bank dari risiko yang
berkaitan dengan hukum yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha
Bank, oleh karena itu tujuan pengelolaan risiko hukum adalah untuk memastikan tidak
adanya kelemahan aspek yuridis pada setiap kegiatan yang dilakukan Bank dan agar
terhindar dari tuntutan hukum karena ketiadaan atau kelemahan atas ketentuan
internal Bank yang berhubungan dengan hukum.

Ruang lingkup risiko hukum biasanya berhubungan dengan jenis risiko lainnya seperti
risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko
stratejik, maupun risiko kepatuhan yang seringkali memiliki keterkaitan erat satu sama
lain.

Risiko hukum dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan,
misalnya pengikatan agunan tidak dilakukan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Risiko hukum dapat juga timbul karena terjadinya risiko operasional terlebih
dahulu misalnya, petugas Bank telah lalai melakukan pengikatan jaminan dengan
sempurna. Bank harus melakukan identifikasi risiko hukum yang melekat pada setiap
aktivitas fungsional bank perkreditan/pembiayaan, treasury dan investasi, operasional
dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Bank Sumut telah melakukan pengelolaan Risiko Hukum dengan baik dimana bank
telah memiliki bidang khusus yaitu Bidang Hukum PT. Bank Sumut yang secara struktur
organisasi berada dibawah Sekretariat Perusahaan PT. Bank Sumut. Bidang hukum
menangani permasalahan hukum dengan tugas memberikan analisa/advis mencakup
seluruh permasalahan hukum yang ada di PT. Bank Sumut Kantor Pusat, Cabang,
Cabang Pembantu baik pidana, perdata, legalitas produk dan perjanjian Bank Sumut
dengan pihak lain.




Sekretariat Perusahaan Bidang hukum secara bersama-sama dengan Divisi Manajemen
Risiko, Divisi Kepatuhan dan satuan kerja operasional (risk taking unit) melakukan
review terhadap perubahan ketentuan atau peraturan tertentu yang berpotensi
meningkatkan eksposur risiko hukum.

. Mekanisme pengendalian risiko hukum

Dalam rangka meminimalisir risiko hukum yang berpotensi terjadi, mekanisme yang
dilakukan oleh Bank Sumut adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Seluruh Divisi pada Bank Sumut melakukan pembahasan dengan Sekretariat
Perusahaan Bidang Hukum terkait mengenai naskah-naskah perjanjian/perikatan
dan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan serta perubahan format
yang berkaitan dengan produk dana dan jasa PT. Bank Sumut.

Sekretariat Perusahaan Bidang Hukum membantu untuk mengawasi tindakan
hukum yang dilakukan oleh unit-unit kerja PT. Bank Sumut dengan cara meminta
informasi yang diperlukan atau laporan dari unit tersebut.

Dalam setiap urusan hukum yang menyangkut PT. Bank Sumut pada pengadilan
ataupun saluran lainnya, Bidang Hukum bertindak untuk mewakili PT. Bank Sumut
dengan surat kuasa atau penunjukan khusus dari Direksi.

Menatausahakan dan monitoring seluruh berkas perkara PT. Bank Sumut pada
setiap tingkat badan peradilan (perdamaian, perlawanan, gugatan, upaya banding,
upaya kasasi, dan peninjauan kembali) dan DJPLN/KP2LN.

Melakukan evaluasi perjanjian-perjanjian yang telah dan akan dibuat dengan pihak
lain yang berkaitan dengan produk dana dan jasa PT. Bank Sumut, serta apabila
diperlukan mengusulkan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut bilamana
kerjasama dimaksud tidak bermanfaat bagi PT. Bank Sumut ataupun dalam
pelaksanaannya merugikan dan atau melemahkan kedudukan Bank Sumut.
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PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BANK SUMUT)
Risiko Imbal Hasil - Pengungkapan Kualitatif Umum

Posisi 31 Desember 2022 (Triwulan IV - 2022)

Pengelolaan Risiko Imbal Hasil
A. Cakupan Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang
berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut
tidak mengalami risiko risiko suku bunga, karena harga untuk pembiayaan dan
pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga atau secara regulasi risiko imbal
hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada
nasabah risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga
bank yang disebabkan oleh perubahan ekspetasi tingkat yang di terima dari Bank (Unit
Usaha Syariah).

Risiko imbal hasil serupa dengan risiko tingkat suku bunga yang terdapat di Bank

konvensional. Namun terdapat perbedaan antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat

suku bunga yang ada di Bank konvensional, sebagaimana yang terdapat dalam tabel

berikut :

\[ Keterangan Risiko Imbal Hasil " Risiko Tingkat Suku Bunga |

1. | Sumber Pendapatan | Kombinasi antara investasi | Penghasilan tetap karena
berbasis mark up dan | berbasis bunga pada aset
investasi berbasis ekuitas

2. | Tingkat » Ketidakpastian akan | = Ketidakpastian akan

Pengembalian tingkat pengembalian tingkat pengembalian atas
atas investasi lebih besar investasi lebih kecil
» Tingkat pengembalian | = Tingkat pengembalian dari
simpanan di bank syariah simpanan di bank
(UUS) telah diantisipasi, konvensional telah
tetapi tidak disepakati ditentukan sebelumnya
sebelumnya

Unit Usaha Syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai profitabilitas yang
tinggi akan melakukan pengalokasian dananya, Unit Usaha Syariah mengalokasikan dana
yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana atau financing. Pembiayaan atau kredit
yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan Unit Usaha Syariah sama-
sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan yang
akan berdampak langsung kepada risiko imbal hasil.

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar
pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka
waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi Unit
Usaha Syariah, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat




disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat
profitabilitas Unit Usaha Syariah karena risiko pembiayaan tersebut. Sehingga akan
mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut.

B. Penerapan Manajemen Risiko Imbal Hasil

Dalam kegiatan penghimpunan dana nasabah sama dengan berinvestasi, hasil investasi
akan diperhitungkan sebagai rasio bagi hasil antara bank dengan nasabah yang sudah
ditetapkan sebelumnya, yang disebut juga nisbah. Nasabah dalam melakukan investasi
mengharapkan return yang sepadan dengan jumlah investasi yang diberikan dimana
setiap invetasi mengandung risiko dan menghasilkan return. Return merupakan tingkat
pengembalian yang didapatkan dari dana yang di investasikan atau ditabungkan.

Pada kegiatannya Unit Usaha Syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai hasil dari
penempatan dana yang dilakukan nasabah. Biasanya untuk pembagian hasilnya bank
sudah melakukan perjanjian sebelumnya untuk nisbah bagi hasilnya. Pada masa tersebut
dapat terjadi hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya yang akan menimbulkan risiko.
Risiko yang dapat terjadi adalah risiko imbal hasil. Risiko tersebut timbul akibat
perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dalam bentuk penyaluran dana yang
mengakibatkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Deposan sangat sensitif
dengan return yang akan didapatkannya. Hal tersebut akan berdampak kepada
ketahanan likuiditas Unit Usaha Syariah. Nasabah menempatkan dana pada bank syariah
karena berharap mendapatkan return sesuai yang ditetapkan diawal. Unit Usaha Syariah
dituntut untuk mengontrol ketahanan likuiditas dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.

Unit Usaha Syariah mengelola dengan baik risiko-risiko seperti mengidentifikasi,
mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional maupun
bisnis bank, diantaranya risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat
imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat
imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana (risiko pembiayaan).

Risiko imbal hasil tidak bisa dihilangkan, dikarenakan risiko ini timbul karena antara lain
adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh
perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi
bias disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor
eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan
ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank
kepada bank lain. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan
atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang
dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok
pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

Unit Usaha Syariah memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor
yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat
pengembalian bank syariah harus memakai metode gapping untuk alokasi posisi ke
dalam time bond untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal repricing. Tingkat aset yang




tetap dan mengembang oleh Unit Usaha Syariah diklasifikasikan sesuai dengan tanggal
piutangnya karena kembalian piutang ini mempresentasikan dana investasi mudharabah
secara langsung dan memiliki keuntungan pemilikan dari aset. Arus kas yang aktual
mengindikasikan gap pada time bond yang ada, mempengaruhi kembalian pada periode
itu. Bergantung dari kompleksitas dan sifat dari operasi usaha. Unit Usaha Syariah dapat
menggunakan teknik dari simple gap sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan yang
digunakan dapat diterima di estimasi pada periode pendapatan masa depan,
keberagamannya dan pendapatan akan memberikan hasil pada beragam tingkatan
kembalian yang diharapkan nasabah mudharabah.

Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena
bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan yang telah
ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar. Para bankir dituntut
untuk selalu melaksanakan prudential banking principle terutama dalam penyaluran
kredit agar risiko yang muncul dapat dimitigasi dengan baik. Proses pengukuran adalah
penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta dapat memberikan
dampak pada posisi neraca. Unit Usaha Syariah akan memastikan apakah mereka
memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang
berbeda dimana mereka beroperasi. Unit Usaha Syariah akan menghitung jatuh tempo
behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini, yang dalam
konteks lingkungan dimana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar, contohnya
ialah pembiayaan lebih awal dari nasabah mudharabah , dan transaksi ijarah.

Konsekuensi dari risiko imbal hasil adalah risiko displaced commercial. Unit Usaha
Syariah mungkin berada dibawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata
dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil
yang kinerja asetnya berkinerja dibawah pesaing. Unit Usaha Syariah dapat memutuskan
untuk menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh share dan mudharib untuk
menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan komersil.

Nasabah dituntut harus memahami akad-akad dengan baik diantaranya ada yang
menggunakan konsep titipan atau wadiah maka bank tidak harus memberikan imbal
hasil karena pengendapan dana nya tidak terikat atau bisa diambil kapan saja. Sedangkan
jika dana nasabah tersebut di investasikan dalam bentuk akad mudharabah, maka konsep
investasi menjadi berlaku dimana setiap usaha pasti menanggung risiko, artinya setiap
kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya
terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, oleh karenanya bank maupun nasabah
terekspos mengalami keuntungan maupun kerugian.

Di dalam dunia Perbankan, perkembangan semakin pesat dengan berbagai jenis produk
dan sistem usaha telah menciptakan suatu sistem dan pesaingan baru antar dunia
perbankan maupun antar lembaga keuangan. Fenomena nyata ini mau tidak mau
menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif dalam menggerakkan investasi
dunia perbankan yang tepat sasaran, memberikan keuntungan, inovasi dan memudahkan
dengan tidak keluar dari koridor bingkai syari’ah dunia perbankan.




Risiko merupakan sunnatullah yang harus diterima kemudian dilakukan mitigasi, risiko
imbal hasil timbul karena antara lain adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak
ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang
diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti
menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang
ditawarkan bank lain. Risiko imbal hasil harus dijelaskan kepada nasabah calon deposan
melalui literasi dan inklusi keuangan syariah secara rutin dan terukur, sehingga nasabah
dalam menempatkan dananya bukan lagi keuntungan semata yang dicari melainkan
“saving” keamanan dalam menyimpan uang.

Nasabah harus memahami akad penempatan dana yang ia lakukan di bank syariah, ketika
menggunakan konsep titipan atau dengan akad wadiah maka bank tidak harus
memberikan imbal hasil karena pengendapan dana nya tidak lama. Sedangkan jika dana
nasabah tersebut di investasikan dalam bentuk akad mudharabah, maka konsep investasi
adalah usaha yang menanggun risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh
keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk
menerima kerugian, maka seharusnya antara nasabah dan bank sama-sama saling
berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Manajemen bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran
terhadap dana yang disalurkan agar kredit bermasalah dapat ditangani dan diantisipasi
dengan baik, selain itu bank juga mampu mengelola dananya agar sewaktu-waktu
nasabah yang ingin mengambil uangnya di bank tersebut tersedia dan dapat diambil.
Bank juga melakukan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat sekitar melalui
literasi dan inklusi keuangan syariah terkait menggunakan layanan jasa perbankan
syariah secara rutin dan terukur untuk mendapatkan hasil maksimal
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A. Cakupan Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip
syariah (UUS) ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam
pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing
maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Tujuan utama manajemen
risiko untuk risiko investasi adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan
dana, treasury dan investasi serta usaha bank lainnya tidak terekspose pada risiko
investasi yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Lebih lanjut, dalam berbagai
pembiayaan berbasis bagi hasil, bank sebagai investor ikut menanggung risiko atas
kerugian pengusaha yang dibiayainya tersebut. Artinya, bila debitur mengalami
kesulitan usaha atau bahkan kebangkrutan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya,
maka pokok pembiayaan yang diberikan bank tidak bisa diperoleh kembali.

Dalam pengelolaan risiko investasi, Bank berupaya meningkatkan pembiayaan bagi
hasil dan mempertahankan kualitas maupun komposisi pembiayaan berbasis jual beli
(Murabahah) yang mempunyai stabilitas dalam perolehan laba dan tingkat gagal bayar
yang rendah. Bank terus mempersiapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan
pembiayaan ini diantaranya melalui pelatihan pembiayaan dan kesadaran risiko
investasi bagi seluruh petugas pembiayaan di seluruh unit kerja operasional.

Keunikan bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah (UUS) salah
satunya adalah dapat menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad syirkah karena
berbasis bagi hasil berdasarkan kinerja investasi, berarti ada kemungkinan bagi hasil
tidak bisa diberikan bila ternyata investasi yang disalurkan berakhir dengan kerugian.
Hal inilah yang menghadapkan bank syariah (UUS) pada risiko investasi. Oleh karena
itu, risiko investasi dapat didefinisikan risiko yang terkait dengan investasi berbasis
akad syirkah di mana apabila kondisi yang tidak diharapkan dan hal ini membawa
pengaruh pada volatilitas pendapatan maupun laba, maka Bank (UUS) tidak dapat
memperoleh hasil dan membaginya pada nasabah deposan sesuai dengan yang
diekspektasikan sebelumnya. Risiko investasi pada Bank (UUS) memiliki keterkaitan
dengan risiko-risiko lainnya.

Risiko investasi bisa terjadi akibat risiko operasional yang mungkin ditimbulkan akibat
kesalahan manusia, kesalahan itu disebabkan karena pelanggaran (fraud) dan/atau
kelalaian (error). Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki komite pemutus
pembiayaan, terjadi kesalahan dalam seleksi debitur. Debitur yang kurang amanah dan
profesional, maka ada kemungkinan mereka melakukan moral hazard dan/ atau mis-
management dalam pengelolaan usahanya. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja
usahanya tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan.




Adapun bentuk-bentuk risiko dalam investasi yang dihadapi oleh Bank (UUS) adalah :
a. Turunnya nilai investasi

Risiko turunnya nilai investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Internal, yaitu faktor yang melekat dan berasal pada investasi tersebut, seperti
karena adanya perubahan pada obyek investasi tersebut. Contoh emas yang
mengalami perubahan warna.

2) Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan penurunan
nilai investasi, seperti adanya musibah, perubahan kebijakan pemerintah dan
kondisi politik hukum, tren perubahan investasi.

b. Kenaikan investasi tidak sebanding kenaikan inflasi

Risiko kenaikan investasi yang tidak sebanding dengan kenaikan inflasi terjadi

karena adanya kenaikan harga barang secara terus menerus yang akan berimbas

pada banyak sedikitnya keuntungan investasi.
c. Jenis atau sifat investasi yang susah untuk dijual lagi

Risiko yang berasal dari jenis atau sifat invesatsi yang susah dijual lagi dipengaruhi

oleh adanya sifat atau jenis investasi yang berbeda-beda.

Jenis investasi Bank (UUS) dibagi menjadi 2 jenis atau sifat, yaitu:

a. Investasi likuid atau mudah untuk dicairkan, biasanya masuk dalam jenis jangka
pendek seperti tabungan dan deposito.

b. Investasi non likuid atau sulit untuk dicairkan segera seperti pada sektor property.

. Penerapan Manajemen Risiko Investasi

Untuk menghindari risiko yang timbul dalam suatu investasi, Bank (UUS)
membutuhkan alternatif-alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan. Alternatif
keputusan yang diambil adalah sesuatu yang dianggap paling realistis dan tidak
menimbulkan masalah baru. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian dari strategi
investasi.

Dalam menjalani aktivitas investasi, yang namanya risiko tentunya merupakan sesuatu
yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi, sehingga dibutuhkan bagaimana
mengelola risiko tersebut, terlebih bagi Bank (UUS) yang memiliki nilai investasi yang
besar pula.

Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan beberapa cara dalam mengelola risiko investasi

yang mungkin terjadi, yaitu :

1. Memperkecil Risiko
Keputusan untuk memperkecil risiko ini adalah dengan cara tidak memperbesar
setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya, atau bahkan
meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menjadi bertambah besar dan di diluar
kontrol.

2. Mengalihkan Risiko
Keputusan mengalihkan risiko ini dengan cara risiko yang ada dialihkan ke tempat
lain sebagian, seperti dengan mengasuransikan obyek (usaha) investasi.

3. Mengontrol Risiko
Keputusan mengontrol risiko yaitu dengan cara melakukan kebijakan preventif atau
mengantisipasi terjadinya risiko sebelum terjadi.




4. Pendanaan Risiko
Keputusan pendanaan risiko ini dengan menyediakan sejumlah dana sebagai
cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti
menyediakan cadangan mata uang dollar guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata
uang.

Namun, dalam praktek investasi secara umum, usaha untuk mengurangi risiko
ditempuh dengan cara termudah, yaitu dengan berinvestasi di berbagai sarana
investasi. Cara ini disebut dengan membuat diversifikasi portofolio investasi, dengan
tujuan untuk mengurangi kerugian investasi yang mungkin timbul dari suatu sarana
investasi dengan menutupnya menggunakan keuntungan yang diperoleh dari sarana
investasi yang lain.

Misalnya berinvestasi pada reksa dana dan pada tabungan. Jika keduanya memberikan
keuntungan maka investor tidak akan menderita kerugian. Tetapi jika salah satunya
mengalami kerugian, misalnya nilai reksa dana turun maka dengan adanya diversifikasi
portofolio investasi yang lain maka diharapkan kerugian salah satu investasi dapat
dikurangi oleh keuntungan dari investasi lain.
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Pengelolaan Risiko Kepatuhan

A.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan bersumber dari ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lain yang berlaku, misalnya tidak terpenuhinya ketentuan
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP),
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Minimum Pemberian Kredit
(BMPK). Ruang lingkup risiko kepatuhan biasanya berhubungan dengan risiko lainnya.
Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko kredit tercermin dalam hubungannya
dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva
Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Minimum
Pemberian Kredit (BMPK).

Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko pasar antara lain ketidakpatuhan terhadap
kebijakan mark to market (MTM) yang harus dilakukan setiap hari untuk instrumen
yang diperdagangkan sehingga mengakibatkan penilaian terhadap surat berharga tidak
menggambarkan nilai sebenarnya. Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko Stratejik
tercermin dalam hubungannya terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
(RKAT) Bank yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu risiko kepatuhan juga berhubungan erat dengan risiko operasional, risiko
likuiditas, dan risiko hukum. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari
perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi
yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang
berlaku secara umum.

Bank Sumut telah memiliki fungsi satuan kerja Manajemen Risiko yang berada pada
Divisi Manajemen Risiko dan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang berada pada Divisi
Kepatuhan. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang
membawahi fungsi Kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan pada Bank Sumut berada
pada Divisi Kepatuhan. Dalam menjalankan fungsi tugas wewenang dan tanggung
jawab Divisi Manajemen Risiko bekerja secara independen sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan berkoordinasi

dengan :

1) Divisi Manajemen Risiko dalam menentukan metodologi pengukuran risiko,
parameter/kriteria penilaian, tool aplikasi manajemen risiko, pemantauan/
monitoring dan pelaporan untuk penyusunan profil risiko.




2) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Kontrol Internal dalam
hal pemantauan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan
internal bank.

3) Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk
memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang
berlaku termasuk prinsip-prinsip syariah.

4) Berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi untuk memastikan eskposur
kerugian atas pembebanan denda oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap
ketidakpatuhan unit kerja dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan
yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau peraturan regulator lainnya.

. Strategi manajemen risiko dan efektifitas penerapan manajemen risiko untuk
risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan
dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan,
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Strategi manajemen risiko kepatuhan pada Bank Sumut dengan memastikan bahwa :

1. Tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur
intern Bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan
keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan
usaha Bank.

Pengelolaan risiko Kepatuhan Bank Sumut mencakup strategi untuk seluruh aktivitas
yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan. Bank Sumut telah memastikan efektivitas
penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan melakukan :

1. Pengujian atas draft kebijakan dan prosedur dan ketentuan internal Bank dengan
mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan adanya
fungsi pengendalian dalam penyusunan SOP yakni penerapan prinsip pemisahan
fungsi (four eyes principle) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

2. Pengujian atas draft perjanjian kerja sama untuk memastikan agar perjanjian
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan memenubhi syarat -
syarat yang ditentukan dalam perjanjian.

3. Penilaian (opini) terhadap kepatuhan atas kredit yang dibahas melalui loan
committee agar tidak bertentangan dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.

4. Pemantauan terhadap kebijakan dan prosedur, SOP, dan ketentuan internal bank
(existing) dengan melakukan review secara berkala agar sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan

Untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang
berlaku, dalam pelaksanaannya bank mengefektifkan fungsi satuan kerja kepatuhan,
satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja audit intern bank sebagai fungsi
pengendalian sebagaimana yang diamanatkan oleh pihak regulator. Masing-masing
fungsi pengendalian melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Satuan kerja kepatuhan
melakukan fungsi pengendalian dalam hal pencegahan (ex-ante), satuan kerja fungsi




audit intern bank memastikan kepatuhan unit kerja dalam hal pelaksanaan penerapan
kebijakan dan prosedur (SOP) yang berlaku (ex-post) melalui Kontrol Intern Bank, dan
Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi pengendalian dalam hal pengelolaan
risiko secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan pemantauan risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain :

1) Secara berkala seluruh unit kerja melaporkan kepatuhan terhadap SOP kepada
Satuan Kerja Audit Intern Bank.

2) Menyampaikan buku daftar kewajiban pelaporan kepada seluruh unit kerja terkait
dengan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lainnya
sehingga dapat menghindarkan terjadinya risiko kepatuhan atas keterlambatan
penyampaian laporan yang mengakibatkan sanksi administratif dan/atau denda
bagi bank.

3) Pemantauan dan review terhadap kebijakan dan prosedur, SOP dan ketentuan
internal sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk menghindarkan terjadinya
risiko kepatuhan atas ketidaksesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku

4) Secara berkala Satuan Kerja Audit Intern Bank melakukan pemeriksaan terhadap
unit kerja.

5) Memantau komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan dan pihak lainnya untuk menghindari risiko kepatuhan atas
ketidakpatuhan terhadap pemenuhan komitmen yang telah disepakati.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain :

1) Menetapkan :
a. Ketentuan yang mengatur tentang penetapan Kketentuan-ketentuan yang

berhubungan dengan manajemen risiko kepatuhan;

b. Limit-limit risiko kepatuhan;
c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pengenaan sanksi.

2) Mengikuti, memahami dan memperhatikan semua peraturan yang berlaku untuk
kemudian menyesuaikan kegiatan usaha Bank dengan ketentuan tersebut.

3) Mengkomunikasikan hal-hal terkait hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil
temuan dimaksud.

4) Memasukkan dalam job deskripsi dari seluruh pejabat maupun pelaksana di seluruh
unit kerja mengenai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

5) Menerapkan sistem reward dan punishment dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip
kepatuhan dalam kegiatan operasional.

6) Meningkatkan pegawasan melekat dari pimpinan kepada bawahan.

7) Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diterbitkan kepada seluruh unit
kerja operasional.
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Pengelolaan Risiko Kredit

A. Pengungkapan Umum
Tujuan utama dari pengelolaan risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas
kredit bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau
membahayakan kelangsungan usaha Bank. Secara umum eksposur Risiko Kredit
merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta
menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.

1. Pengungkapan kualitatif
a. Informasi penerapan manajemen risiko kredit

1) Organisasi Manajemen Risiko Kredit
Dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko kredit, Bank Sumut telah
memiliki organisasi yang bertugas untuk memanajemen risiko kredit terdiri
dari :

a)

b)

d)

Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau
penyaluran dana/pembiayaan yang terdapat pada seluruh unit kantor
Bank Sumut yang dikoordinir oleh Divisi Kredit dan Divisi Ritel untuk
unit konvensional dan Unit Usaha Syariah untuk Unit Kantor Syariah.
Sedangkan  sebagai  pairing (four eyes) dalam  memutus
kredit/pembiayaan ada pada Seksi Credit Review yang berada langsung
di bawah Divisi Credit Review.

Unit pemulihan kredit atau unit yang melakukan penanganan kredit
bermasalah yang terdapat pada Bank Sumut dikoordinir oleh Divisi
Penyelamatan Kredit, sedang untuk pada Unit Kantor Cabang
penanganan kredit bermasalah berada pada seksi Penyelamatan
Kredit/Pembiayaan yang langsung di bawah oleh Divisi Penyelamatan
Kredit pada Kantor Pusat.

Unit Manajemen Risiko, khususnya yang menilai dan memantau Risiko
Kredit. Pada Bank Sumut secara bankwide risiko kredit dikelola oleh
Divisi Manajemen Risiko sedangkan secara individual, risiko tersebut
dikelola oleh Divisi Credit Review.

Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya
untuk memutuskan pemberian kredit/pembiayaan dalam jumlah
tertentu. Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan pada Bank Sumut berada
pada seluruh unit kantor bisnis pada Bank Sumut yang menyalurkan
kredit/pembiayaan baik konvensional dan syariah (Kantor Cabang dan
Kantor Cabang Pembantu) bersamaan dengan seksi credit review.
Sedangkan untuk memutuskan pemberian kredit diatas wewenang Divisi




Kredit/Unit Usaha Syariah, Bank Sumut memiliki komite yang diberi
nama Loan/Financing Committee yang anggotanya gabungan lintas divisi
pada Bank Sumut.

2) Strategi Manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki
eksposur kredit/pembiayaan yang signifikan.

Untuk memitigasi eksposur kredit/pembiayaan, terdapat beberapa strategi

yang dilaksanakan oleh Bank Sumut, yaitu antara lain :

a) Kewenangan pemberian kredit ditetapkan secara perorangan.
Kewenangan tersebut ditetapkan berdasarkan kompetensi, performance,
data historis pejabat dimaksud. Secara berkala kewenangan tersebut
dievaluasi oleh Bank.

b) Untuk kredit yang memiliki eksposur risiko yang signifikan
(kredit/pembiayaan dalam jumlah yang besar), keputusan pemberian
kredit/pembiayaan dimaksud dilakukan oleh hasil rapat yang dilakukan
oleh komite kredit/komite pembiayaan (Loan/Financing Committee).
Pada saat kredit/pembiayaan tersebut dibahas pada Komite
Kredit/pembiayaan, kredit/pembiayaan tersebut dianalisa dan
didiskusikan oleh seluruh anggota Loan/Financing Committee yang terdiri
dari lintas Divisi pada Bank Sumut. Dengan adanya rapat pembahasan oleh
Komite Kredit/Komite Pembiayaan tersebut, keputusan yang diambil
bukan berasal dari individu tetapi secara berkelompok sehingga dapat
menghasilkan keputusan yang lebih baik. Hasil keputusan rapat
Loan/Financing Committee tersebut kemudian diusulkan kepada Direksi
untuk meminta keputusan. Apabila keputusan kredit/pembiayaan
tersebut disetujui oleh Direksi, maka unit Kkerja pemberi
kredit/pembiayaan wajib melakukan pemantauan khusus secara berkala
terhadap kualitas kredit/pembiayaan dimaksud. Apabila terdapat indikasi
kredit/pembiayaan tersebut mulai mengalami penurunan kualitas, unit
kerja terkait wajib mengambil langkah khusus secara cepat dan tepat
untuk mengembalikan kualitas kredit/pembiayaan seperti semula.

3) Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit/Pembiayaan

Untuk memitigasi risiko terkait konsentrasi kredit/pembiayaan Bank Sumut

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Penetapan Limit Konsentrasi Kredit/Pembiayaan dengan menetapkan
portofolio guideline kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk
konsentrasi kredit/pembiayaan pada sektor tertentu. Dengan adanya
limit tersebut maka apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor
dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan.

b) Kebijakan diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari
konsentrasi pinjaman pada sektor tertentu atau pada debitur tertentu.

c) Tingkat konsentrasi kredit/pembiayaan harus dipantau secara terus
menerus sesuai ketentuan telah ditetapkan.

d) Kebijakan membuka wunit-unit kantor di daerah-daerah untuk
menghindari konsentrasi geografis tertentu.

e) Lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit untuk debitur
terkait group.




4) Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit pada Bank Sumut dilakukan dengan melakukan
scoring/rating, baik sebelum kredit/pembiayaan dicairkan maupun setelah
dicairkan. Rating sebelum pencairan kredit/pembiayaan bertujuan untuk
mengukur potensi eksposur risiko apabila dicairkan. Apabila eksposurnya
melebihi ambang batas yang diperkenankan maka disarankan untuk ditolak.
Sedangkan scoring/rating setelah pencairan bertujuan untuk mengukur
kualitas kredit/pembiayaan. Apabila kualitas kredit/pembiayaan mengalami
penurunan maka unit kerja operasional wajib melakukan langkah-langkah
untuk memitigasi risiko kredit/pembiayaan dimaksud.

Langkah-langkah untuk memitigasi munculnya risiko kredit/pembiayaan

pada Bank Sumut sebagai berikut:

a) Menetapkan kebijakan kredit/pembiayaan secara tepat, efektif, dan up to
date serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan proses pemberian
kredit/pembiayaan yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia.

b) Kepedulian Terhadap Risiko Kredit.

Pengendalian risiko kredit memerlukan komitmen semua pihak dari level
manajemen tertinggi hingga credit officer maupun staff operasional yang
berada pada jajaran terdepan di kantor cabang/kantor cabang pembantu.
Pengendalian risiko kredit akan lebih optimal apabila terdapat
persamaan pemahaman terhadap risiko kredit itu sendiri. Dengan adanya
kesamaan pemahaman tersebut akan meningkatkan kepedulian semua
pihak dalam mengantisipasi risiko kredit sehingga kepentingan bank
dapat dilindungi.

Direksi PT. Bank Sumut melalui unit pengendalian risiko memastikan
bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang
ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (risk
tolerance/ risk appetite) dan secara berkala dilakukan review.

c) Proses pencairan Kredit/pembiayaan berdasarkan prosedur yang sehat.
Rangkaian proses permohonan kredit/pembiayaan harus mematuhi
ketentuan perkreditan yang berlaku serta berlaku secara menyeluruh
untuk seluruh unit kantor operasional Bank Sumut. Ketentuan dan
prosedur yang sehat dimaksud tidak hanya ditujukan untuk calon debitur
yang baru, tetapi juga berlaku untuk debitur lama yang secara berkala
dipantau dan dirating kualitasnya.

Seluruh rangkaian proses sejak analisa, persetujuan, pemantauan
maupun penyelamatan tercantum dalam Sistem dan Prosedur
Perkreditan PT. Bank Sumut yang wajib dipedomani dan dilaksanakan
oleh seluruh unit kerja.

Seluruh financing/credit officer harus mematuhi seluruh peraturan
perkreditan yang berlaku dan diharuskan untuk tidak memberlakukan
pengecualian (exception) atas ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal
terjadi pengecualian, maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Direksi.




d)

Seluruh Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank harus secara terus
menerus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis,
perubahan regulasi atau hal lain yang dianggap perlu seperti perubahan
organisasi, pengembangan produk, dan hal - hal lain yang menyebabkan
sistem dan prosedur dimaksud harus dirubah.

Penataan Yang Memadai Atas Aspek Administrasi, Hasil Pengukuran Dan
Proses Pemantauan.

Bank memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan
bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang
menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu
penyimpanan dokumen yang ditetapkan. Hal ini menjadi penting, untuk
memastikan bahwa bank memiliki pencatatan dan bukti apabila
dikemudian hari terjadi permasalahan hukum (credit-based law
enforcement).

Untuk mengcover hasil pengukuran atas risiko kredit yang timbul dan
atau yang akan timbul, dilakukan pencadangan terhadap modal dan
diperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan permodalan bank.
Bank Sumut telah mengembangkan sistem informasi risiko kredit sebagai
bagian dari pengembangan Information Technology (IT) secara
keseluruhan. Dukungan IT diperlukan agar proses pemantauan risiko
kredit dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga dapat meminimalisir
potensi kerugian yang lebih besar.

Memastikan pengendalian yang memadai terhadap risiko kredit

Sistem pengendalian risiko kredit bank independen, dilakukan dengan
perhitungan dan analisa yang memadai, fair dan dapat dipertanggung
jawabkan.

Bank Sumut secara berkesinambungan memastikan bahwa seluruh
exposure telah dikelola dengan baik, konsisten dengan standar dan
prosedur yang ditetapkan serta dalam batasan tingkat risiko yang dapat
diterima (acceptable risk).

Bank Sumut juga memiliki sistem yang memadai guna mengambil
langkah penting terhadap memburuknya kualitas kredit debitur dan tata
cara penanganan terhadap kredit bermasalah. Hal-hal tersebut diatur
secara khusus dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank Sumut.

b. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan
CKPN, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.

Pada Bank Sumut, pendekatan untuk pembentukan CKPN dilakukan dengan
menggunakan estimasi arus kas kontraktual masa datang berdasarkan jumlah
yang dapat diperoleh kembali.

Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus
kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut yang diperoleh

dari :

1) Penjadwalan kembali pembayaran kredit berdasarkan kesepakatan antara
Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu dengan debitur yang tidak melampaui
jangka waktu kredit pada perjanjian kredit.




2) Penjadwalan kembali pembayaran kredit berdasarkan estimasi nilai
penggantian yang bersumber dari asuransi kredit dan atau asuransi jiwa
debitur.

3) Penjadwalan kembali pembayaran kredit berdasarkan estimasi nilai/harga
jual agunan apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan.

Pendekatan untuk pembentukan CKPN dilakukan dengan menggunakan estimasi
tingkat kerugian historis. Penetapan tingkat kerugian historis dilakukan dengan
metode statistik dengan parameter Probability of Default (PD) berdasarkan
pendekatan Migration Analysis. Pendekatan Migration Analysis dilakukan dengan
menggunakan Internal Loan Grading System berdasarkan periode tunggakan
yang menganalisis tingkat migrasi outstanding kredit dari grade tertinggi ke
grade terendah sesuai dengan kelompok/jenis kredit.

B. Pengungkapan risiko kredit dengan Pendekatan Standar, yang terdiri dari
pengungkapan kualitatif, yang mencakup :

1.

Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;

Bank sumut belum menggunakan peringkat yang dilakukan oleh lembaga rating
dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit.

. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat;

Pada Bank Sumut belum ada pembagian kategori portofolio yang menggunakan
peringkat.

. Lembaga pemeringkat yang digunakan;

Bank Sumut belum menggunakan jasa lembaga pemeringkat untuk melakukan
rating (pemeringkatan) terhadap kredit.

Pengungkapan risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk), termasuk

jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank.

Pada Bank Sumut, risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk) dikategorikan

sebagai berikut yaitu :

a. Low
Debitur memiliki tingkat risiko rendah, memiliki rasio agunan diatas 125% serta
memiliki prospek usaha yang bagus serta memiliki komitmen yang sangat kuat
dalam pengembalian kredit.

b. Low to Moderate
Debitur memiliki sedikit risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur
pada kategori low, memiliki agunan diatas 125% serta memiliki komitmen yang
kuat dalam pengembalian kredit.

¢. Moderate
Debitur memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur pada
kategori low to moderate, memiliki rasio agunan antara 100% sampai dengan
125% serta memiliki komitmen yang cukup kuat dalam pengembalian kredit.




d. Moderate to High
Debitur memiliki risiko yang cukup signifikan, memiliki rasio agunan dibawah
100% serta memiliki komitmen yang lemah dalam pengembalian kredit.

e. High
Debitur memiliki risiko gagal bayar cukup nyata/sangat signifikan, memiliki
rasio agunan dibawah 100% serta memiliki komitmen yang sangat lemah dalam
pengembalian kredit.

Dalam memitigasi risiko kredit, membatasi risko kredit pihak lawan maksimal pada

kategori low to moderate, sehingga untuk tingkat risiko dibawahnya akan ditolak.

C. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar :
1. Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan yang diterima
Jenis agunan yang lazim diterima oleh Bank Sumut adalah :
a. Barang tidak bergerak
- Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya
- Mesin-mesin pabrik
- Kapal laut
b. Barang bergerak
- Kendaraan bermotor
- Pesawat udara
- Mesin-mesin dan alat produksi lainnya
c. Agunan tunai
- Deposito, giro, dan tabungan
- Emas
- Piutang dagang/piutang usaha
- Persediaan barang

2. Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan
Kebijakan, prosedur, dan proses dalam menilai dan mengelola agunan
kredit/pembiayaan pada Bank Sumut adalah :

a. Metode pendekatan data pasar

- Mencari informasi atas transaksi jual beli yang baru saja terjadi untuk barang
yang serupa atau yang ditawarkan untuk dijual di pasar bebas dan
membandingkannya dengan barang yang sedang ditaksasi.

- Mempelajari beberapa unsur seperti kondisi pasar, harga, motivasi
penjualan/pembelain barang tersebut dan penggantinya.

- Mempertimbangkan seluruh faktor-faktor kesamaan dan perbedaan dari
data tersebut dan sebagainya.

- Membuat suatu analisa perbandingan dan penyesuaian dari data tersebut.

b. Metode pendekatan biaya

Memperkirakan biaya saat ini untuk memproduksi dan mengganti suatu
bangunan, perkebunan, pertanian, mesin-mesin dan sebagainya dengan
berdasarkan perhitungan harga yang berlaku saat ini. Selanjutnya nilai
reproduksi tersebut dikurangi dengan depresiasi (penghapusan) untuk
memperoleh nilai wajar, namun apabila agunan diperkirakan tidak marketable
maka yang menjadi patokan adalah harga jual yang segera dapat dilakukan.
Prosesnya :




C.

Hitung nilai tanah dengan menganggap tanah sebagai tanah kosong dan
tersedia untuk dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip penggunaan
tertinggi dan terbaik.

Hitung biaya penggantian baru dari bangunan dan sarana pelengkap lainnya
Hitung besarnya penyusutan berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran
fungsional, kemunduran ekonomis.

Kurangi biaya penggantian baru dengan besarnya penyusutan maka
diperoleh nilai pasar bangunan.

Nilai pasar tanah ditambah nilai pasar bangunan sama dengan nilai pasar
properti yang diperoleh dengan metode kalkulasi biaya.

Metode pendekatan pendapatan

Memperkirakan nilai pendekatan kotor yang dapat dihasilkan oleh suatu
investasi kemudian dihitung biaya-biaya operasi untuk asset tersebut, namun
apabila asset tersebut diperkirakan tidak marketable, maka yang menjadi
patokan adalah harga jual yang segera dapat dilakukan. Prosesnya :

Menghitung pendapatan kotor;

Menghitung biaya-biaya;

Menghitung pendapatan bersih tahunan;

Proses kapitalisasi;

Konsep dasar metode pendekatan pendapatan adalah nilai properti = nilai
kini dari pendapatan masa datang.

3. Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit dari
pihak-pihak tersebut
Untuk memitigasi risiko atas pemberian kredit/pembiayaan, Bank Sumut
melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi sebagai pemberi
jaminan terhadap kredit/pembiayaan yang dicairkan. Perusahaan asuransi yang
bekerjasama dengan Bank Sumut antara lain :

e a0 o

PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo).
PT. Asuransi Bangun Askrida.

PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jamkrindo).
PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

PT. Asuransi Jasa Raharja Putera.

PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI).




—

C
BankSUMUT

Memberikan Pelayanan Terbaik
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A. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya
proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Lemahnya sistem
operasional dapat menyebabkan bank mengalami kerugian, meningkatnya biaya
operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta akan mengakibatkan
terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan yang akhirnya dapat
menurunkan kinerja dan daya saing Bank.

Organisasi manajemen risiko operasional Bank Sumut berada pada seluruh lini bisnis
Bank dengan Pemimpin unit kerja sebagai penanggung jawabnya. Selain itu, untuk
mengawasi jalannya kegiatan operasional pada unit kerja Bank Sumut telah
ditempatkan Kontrol Internal yang merupakan perpanjangan tangan Divisi Pengawasan
yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional
sehari - hari sehingga risiko operasional dapat diminimumkan. Selain itu, secara
berkala Divisi Pengawasan melakukan audit kepada seluruh unit kerja operasional
guna memeriksa pelaksanaan kegiatan operasional pada seluruh unit kerja Bank
Sumut.

B. Mekanisme yang Digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko
operasional

Bank Sumut telah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional dilakukan
dengan menggunakan software manajemen risiko dengan mengelompokkan seluruh
kejadian risiko operasional dalam 7 kategori sesuai dengan item yang diharuskan oleh
Basel-2, yaitu :

Kecurangan internal

Kejahatan eksternal

Praktek ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja

Klien, produk, dan praktek bisnis

Kerusakan aset fisik

Gangguan bisnis dan kegagalan sistem

7. Eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses

Selanjutnya unit kerja operasional menginput data kejadian risiko operasional yang
terjadi pada masing-masing unit kerjanya pada software Risk Management Information
System (RMIS) Bank Sumut. Data hasil identifikasi dimaksud kemudian dikirimkan
secara reguler kepada satuan kerja manajemen risiko. Setelah semua data terkumpul,
sistem secara otomatis akan memproses data tersebut sesuai dengan proses
manajemen risiko yang untuk selanjutnya data dimaksud digunakan untuk monitoring
dan mitigasi risiko yang mungkin ditimbulkan.
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. Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional

Untuk mitigasi risiko operasional, Bank Sumut melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :

Menyusun kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-
sumber risiko.

Menggunakan sistem informasi yang dimiliki saat ini dimana dinilai telah mampu
untuk memantau kondisi Risiko Operasional setiap saat diperlukan dengan
menggunakan software Manajemen Risiko

Mengikutsertakan pejabat/pegawai Bank Sumut pada program-program pendidikan,
pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya untuk peningkatan kompetensinya

Melakukan review secara berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur untuk
menilai apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih layak digunakan atau perlu
dilakukan revisi/perbaikan.

Melakukan review terhadap kehandalan sistem informasi baik core maupun non core
sehingga sistem tersebut dapat diandalkan dan mengurangi kemungkinan adanya
ancaman terhadap sistem informasi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh
system.

Menanamkan kepada seluruh pegawai/pejabat pada Bank Sumut mengenai
pentingnya budaya risiko (risk culture) sehingga seluruh pegawai/pejabat Bank
Sumut dapat melakukan upaya mitigasi risiko operasional yang dihadapinya dalam
pekerjaan sehari-hari.

Melakukan pengujian dan review terhadap ketentuan/Perjanjian Kerjasama yang
akan diterbitkan maupun yang sudah diterbitkan.

Menginventarisasi potensi risiko yang melekan beserta upaya mitigasinya dalam
bentuk Risk Register.

Bank saat ini telah memiliki ketentuan mengenai Business Continuity Management
(BCM) untuk mencegah atau meminimalisir korban jiwa serta memitigasi segala
kejadian eksternal yang memiliki dampak/impact yang besar terhadap
keberlangsungan bisnis bank dan Risk Register dalam melakukan pengelompokan
risiko.
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A. Informasi umum dan organisasi manajemen risiko pasar.

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk
risiko perubahan harga option. Pada saat ini risiko pasar yang dikelola Bank Sumut
adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Bank Sumut menggunakan standard
model untuk menghitung dan memantau risiko suku bunga secara konsisten sesuai
dengan ketentuan datoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang berlaku.

Didalam penerapan manajemen risiko pada Bank Sumut, bank menyusun struktur
organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas
serta kemampuan bank. Design struktur organisasi dengan berfokus kepada efektifitas
pelaksanaan four eyes principles dan reporting, penetapan wewenang dan tanggung
jawab yang jelas setiap unit kerja dan person dalam setiap aktivitas. Untuk memastikan
terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif.

Pada Bank Sumut, risiko pasar dikelola oleh Divisi Tresuri sebagai risk taking unit dan
di monitoring oleh Divisi Manajemen Risiko. Struktur organisasi, perangkat dan
kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk
Risiko Pasar sudah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
Selain itu pada Bank Sumut terdapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen
Aset dan Kewajiban atau Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) yang
juga melakukan pengelolaan risiko pasar tersebut

B. Pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta metodologi valuasi
yang digunakan.

Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar mencakup
aktivitas trading yang dilakukan oleh Bank Sumut baik aktivitas yang dilakukan secara
harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan manajemen risiko untuk
portofolio pada posisi banking book dan trading book ditetapkan dalam kebijakan
manajemen asset dan kewajiban Bank Sumut (ALCO) sesuai dengan pilihan bisnis bank.
Untuk posisi pengelolaan portofolio dalam kategori trading book saat ini dikelola oleh
Divisi Tresuri pada Bank Sumut dengan mempertimbangkan strategi trading bank,
posisi pasar Bank, komposisi instrumen/produk bank dan kategori counterpart.




Didalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi

risiko (risk tolerance) pada portofolio trading book, Bank selalu mempertimbangkan:

1. Tingkat risiko yang diambil dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam
rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat risiko yang diambil tercermin dalam
strategi dan sasaran bisnis bank.

2. Toleransi risiko yang ditetapkan bank memiliki batasan yang dapat diterima dan
diatur dalam suatu kebijakan oleh Bank (budget loss dan stop loss limit). Toleransi
risiko merupakan penjabaran dari tingkat risko yang diambil.

3. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank selalu mempertimbangkan strategi dan
tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko.

Metodologi atas valuasi seluruh outstanding portofolio trading book yang dimiliki Bank

diukur pada setiap akhir hari kerja dengan menggunakan kuotasi dipasar aktif yaitu

berdasarkan bid price (atas kepemilikan instrumen trading book) atau ask price (untuk
kewajiban yang dimiliki) dengan berdasarkan harga yang dikuotasikan oleh broker atau
dealer.

C. Mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara
periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada banking book
maupun trading book.

Proses valuasi atas seluruh outstanding portofolio trading book yang dimiliki Bank
Sumut diukur nilai pasarnya (mark to market) sesuai dengan harga pasar yang berlaku
saat pengukuran dilakukan pada setiap akhir hari kerja. Pada setiap akhir hari kerja
dilakukan MTM baik atas transaksi interbank, transaksi valuta asing maupun transaksi
surat berharga yang meliputi jenis mata uang, nilai nominal, tenor, suku bunga, jenis
surat berharga dan sebagainya dengan menggunakan kuotasi dipasar aktif yaitu
berdasarkan bid price (atas kepemilikan instrumen trading book) atau ask price (untuk
kewajiban yang dimiliki) dengan berdasarkan harga yang dikuotasikan oleh broker atau
dealer. Sedangkan untuk perhitungan kecukupan modal, pengukuran risiko pasar
dilakukan dengan standard approach sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Cakupan portofolio (trading dan banking book) yang diperhitungkan dalam
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Cakupan portofolio trading book dan banking yang diperhitungkan dalam kewajiban
penyediaan modal minimum pada Bank Sumut (KPMM) posisi 31 Desember 2022 yaitu :
A. Portofolio Banking Book
1. Penempatan pada Bank Indonesia
a. Penempatan dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM), penempatan pada Term
Deposit dan Depo Facility.
b. Tagihan reverse repo (RR) dengan counterpart Bank Indonesia
KPMM yang dibentuk Bank atas transaski reverse repo dengan Bank Indonesia
adalah 0 (nol). Adapun underlying atas transaksi RR tersebut adalah obligasi
yang diterbitkan oleh Pemerintah RI dengan nilai underlying lebih rendah dari
nominal reverse repo.




Untuk penempatan pada Bank Indonesia yang dibukukan pada Banking Book
dan AFS, ATMR yang diperhitungkan oleh Bank adalah 0 (nol) yang artinya tidak
berpengaruh pada KPMM.
2. Penempatan pada bank lain
Yaitu penempatan Bank Sumut pada bank lain dalam bentuk call money, deposit on
call dan giro pada bank lain.
3. Suratberharga
a. Suratberharga Pemerintah.
b. Surat berharga korporasi.
B. Portofolio Trading Book
Eksposur atas risiko pasar pada kategori portofolio trading book yang dimiliki oleh
Bank Sumut per 31 Desember 2022 baik itu untuk Surat Berharga yang dimiliki
ataupun Valas, saat ini belum ada. Hal tersebut disebabkan karena Bank Sumut sampai
dengan saat ini belum memiliki aktivitas trading sehingga Net Open Position (NOP)
masih tetap terjaga sesuai dengan ketentuan regulator.

Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi
mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga,
termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi
atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak
ditentukan terlebih dahulu

Dalam pelaksanaan manajemen risiko atas risiko pasar terhadap transaksi mata uang asing
baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, Bank Sumut melakukan
kebijakan sebagai berikut :

A. Penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko

Dalam transaksi tresuri diberlakukan penetapan limit risiko dan penetapan toleransi

risiko. Penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko tersbeut berupa penetapan

limit transaksi, limit volume transaksi, limit posisi terbuka (open position limit), limit
kerugian (cut loss limit), limit nasabah dan counterparty.

Saat ini penetapan limit volume transaksi dan limit nasabah dan counterpart diatur pada:

a) Surat Keputusan Direksi Nokmor 071/Dir/DMR-MRK/SK/2022 tanggal 18 April
2022 tentang Wewenang Aktivitas dan Transaksi Treasury.

b) Surat Edaran Direksi Bank Sumut Nomor 190/Dir/DMR-MRK/SK/2021 tanggal 30
November 2021 perihal Proses Penetapan Budget Loss Limit dan Cut Loss Limit
Transaksi Treasury.

c¢) Surat Keputusan Direksi Nomor 015/Dir/DTs-JLN/SK/2012 tanggal 6 September
2012 tentang Posisi Devisa Netto (PDN) yang mengatur mengenai maksimum posisi
terbuka atas transaksi valuta asing pada Bank Sumut.

Bank senantiasa melakukan pemantauan terhadap open position valas yang dimiliki

untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya perubahan nilai kurs yang merugikan

Bank. Jika perubahan kurs tersebut dinilai merugikan terhadap open position dari Bank,

maka akan dilakukan squaring untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Untuk itu Bank

telah memiliki counterpart untuk transaksi valas baik dengan Bank BUMN, BPD
maupun bank swasta lainnya.

B. Penyediaan dana mata uang asing pada Bank Sumut diperoleh dari Dana Pihak Ketiga
dan dari bank lain.
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A. Organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko
untuk risiko reputasi oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary, Humas, dan unit
bisnis terkait)

Risiko reputasi dapat terjadi karena disebabkan oleh tindakan-tindakan, peristiwa, atau
kejadian yang dapat menimbulkan publikasi dan persepsi negatif yang dapat merugikan
Bank. Sumber risiko reputasi melekat pada seluruh sumber daya manusia dan seluruh
produk atau aktivitas yang dimiliki oleh Bank termasuk perilaku kegiatan pekerjaan
pegawai di setiap unit kerja maupun perilaku pegawai di luar bidang kegiatan
pekerjaan. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan reputasi adalah untuk meminimalisir
terjadinya kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan persepsi dan
publikasi negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi kegiatan usaha Bank.

Ruang lingkup risiko reputasi biasanya berhubungan dengan jenis risiko lainnya seperti
risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, maupun
risiko kepatuhan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko reputasi dapat
timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya ketidakpatuhan
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengecewakan nasabah yang
membuat nasabah mempublikasikan kekecewaannya pada masyarakat lainnya melalui
media massa. Risiko reputasi dapat juga timbul akibat terjadinya risiko operasional
terlebih dahulu, misalnya petugas Bank menggelapkan uang milik nasabah sehingga
timbul persepsi negatif nasabah kepada Bank dan selanjutnya nasabah kemudian
mempublikasikan permasalahan tersebut. Risiko kredit juga dapat menimbulkan risiko
reputasi, misalnya pemberian kredit untuk usaha yang melanggar norma kesusilaan
yang dapat mengakibatkan munculnya publikasi dan persepsi negatif terhadap Bank.

Sekretariat Perusahaan merupakan satuan kerja di PT. Bank Sumut yang memiliki
peran strategis dalam mengelola risiko reputasi. Salah satu peranan Sekretariat
Perusahaan dalam memitigasi risiko reputasi adalah dengan cara menjalankan fungsi
pencegahan dan pengendalian publikasi negatif risiko reputasi yang terkait erat dengan
pemberitaan negatif atau keluhan melalui media massa maupun social media.
Sekretariat Perusahaan Bank Sumut berperan sebagai jembatan informasi dan
komunikasi antara pemangku kepentingan dengan pihak manajemen perusahaan serta
didukung oleh unit lainnya yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan nasabah
di Divisi Kepatuhan dan unit penerimaan/penyelesaian pengaduan di Call Center dan
seluruh unit kerja kantor cabang.




Dalam hal melakukan manajemen terhadap risiko reputasi Sekretaris Perusahaan
bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan infrastruktur pemantauan publikasi negatif dan pelayanan informasi.
Menyusun tata kelola risiko reputasi yang terkait erat dengan publikasi negatif.
Melakukan media monitoring dan pendokumentasian publikasi.

Merespon publikasi negatif atau kejadian lainnya terkait eksposur risiko reputasi.
Memonitoring tindak lanjut pemulihan risiko inherent oleh unit pelaksana terkait.
Melakukan upaya mitigasi risiko reputasi.

SRR

. Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) untuk
mengendalikan risiko reputasi

Sekretaris Perusahaan melalui Bidang Public Relation memiliki kebijakan tata kelola

reputasi yang menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan komunikasi dan

informasi kepada stakeholders dalam rangka meningkatkan reputasi dan merespon

publikasi negatif, dengan menyediakan kebijakan dan Infrastruktur informasi, antara

lain:

1. Kebijakan dan prosedur manual publikasi, dengan strategi Press Release, Press
Conference, Hak Jawab dan Corporate Advertising.

2. Kebijakan dan prosedur manual pelayanan informasi dan Pemantauan Media,

dengan strategi pengelolaan Website, Social Media, dan Corporate Magazine.

Kebijakan Media Monitoring, dengan strategi analisa isi dan isolasi isu

Best Practise Krisis Reputasi, dengan strategi manajemen Krisis public relations.

5. Kebijakan Human Relations, dengan strategi Media Relations, Bussiness Gathering
dan Corporate Social Responsibility (CSR).

W

Bank Sumut telah melakukan pengelolaan risiko reputasi untuk meminimalkan

terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan risiko reputasi dengan cara :

1. Mengoptimalkan unit pengaduan nasabah dimana setiap pengaduan harus segera
ditindaklanjuti

2. Mengoptimalkan peran Public Relation/Humas untuk merancang dan mengorganisir
strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga reputasi dan meminimalisir risiko
reputasi.

3. Menjaga kualitas produk dan layanan serta prilaku seluruh pegawai Bank Sumut.

Dalam melakukan mitigasi risiko reputasi, dilakukan strategi manajemen risiko
reputasi, melalui tahapan prosedur identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko, yakni :
1. Identifikasi Risiko Reputasi
Dalam pelaksanaan manajemen risiko reputasi, Sekretariat Perusahaan melalui
Bidang Public Relation Bank Sumut melakukan analisa seluruh sumber risiko
reputasi yang melekat (inherent risk) sebagai risiko yang diambil untuk dikelola,
dengan berpedoman pada identifikasi isu dan sumber risiko.

2. Pengukuran Risiko Reputasi
Setelah diidentifikasi, dilakukan pengukuran besarnya eskposur risiko yang melekat
pada risiko reputasi. Metode pengukuran yang digunakan adalah :




= Content Analisys Media
Metode Analisa Isi (Content Analisys) digunakan untuk mengukur tingkat risiko
reputasi dan dampak pembentukan persepsi negatif dan kerugian bisnis, antara
lain dengan parameter level media (kemampuan menjangkau audiens), frekuensi
publikasi negatif di surat kabar.

= Net Sentimen Social Media
Sentimen netizen/follower (audiens) sosial media terhadap Bank Sumut, produk
dan aktivitas bisnisnya dianalisa dari aspek kunjungan, like, dan mention
(ungkapan/komentar/status) berupa pendapat atau perasaan dari konsumen
atau audiens social media (facebook/twitter), baik dengan sentimen positif
maupun negatif. Net Sentimen (NS) diukur dengan metode penjumlahan total
mention positif dan total mention netral dikurangi dengan total mention negatif.

Dari hasil pengukuran, dapat diketahui jenis issue negatif apa yang paling menonjol.

. Pemantauan Risiko Reputasi

Pemantauan risiko reputasi atas publikasi negatif oleh surat kabar dilakukan oleh
Sekretariat Perusahaan selaku unit pelaksana melalui kegiatan pendokumentasian
kliping koran dan media monitoring serta monitoring mention sosial media, dan
hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Direksi dalam laporan harian, laporan
mingguan dan bulanan serta laporan rekap tahunan.

Berdasarkan laporan bulanan, Sekretariat Perusahaan melakukan pemantauan atas
dampak terhadap kerugian bisnis dengan melakukan analisa korelasi tingkat risiko
reputasi bulanan dengan rasio keuangan dan pertumbuhan laba pada bulan yang
sama. Jika ditemukan korelasi positif, selanjutnya direkomendasikan kepada direksi
upaya pengendalian risiko reputasi melalui respon atas pemberitaan negatif serta
menyampaikan upaya tindak lanjut recovery eksposure risiko aktivitas bank oleh
unit pelaksana terkait sesuai dengan sumber risikonya.

. Pengendalian Risiko Reputasi
Upaya pengendalian risiko reputasi (isolasi isu) dilakukan antara lain dengan
metode :
1) Merespon publikasi negatif oleh Sekretariat Perusahaan, dengan strategi :
a. Isolasiisu melalui media massa
= Memastikan potensi dan tingkat risiko reputasi.
= Pengumpulan data akurat untuk klarifikasi isu.
= Penyiapan spoke person (juru bicara), yakni internal spoke person atau
eksternal spoke person.
= Menggunakan pilihan strategi, antara lain: press release; press conference;
special interview; hak jawab; advertorial.
= Pemilihan media publikasi.
b. Mengendalikan isu melalui Human Relations, dengan pilihan business
gathering dan media relations.
2) Solusi atas risiko inheren, dengan upaya mitigasi risiko inheren oleh unit terkait
sesuai dengan sumber risiko aktivitas bank berdasarkan limit waktu
penyelesaian risiko yang ditentukan oleh masing-masing unit pelaksana terkait.




5. Pengendalian Risiko Reputasi saat Krisis

Pada saat kondisi krisis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk

memitigasi timbulnya risiko reputasi, yaitu :

1) Cepat memberi respon kepada publik.

2) Memberikan informasi yang jujur kepada publik tentang kondisi yang terjadi.

3) Selalu informatif, karena media akan menciptakan cerita versi mereka sendiri
apabila perusahaan tidak memberikan informasi yang diperlukan. Rumor atau
gosip bisa terus berkembang yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran
yang lebih fatal.

4) Memperlihatkan kepada publik bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi yang
terjadi.

5) Tetap memelihara hubungan baik kepada seluruh stakeholder.




—
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Pengelolaan Risiko Stratejik

A. Organisasi manajemen risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan definisi tersebut timbulnya risiko Stratejik dapat disebabkan antara lain
oleh :

a. Kurang tepatnya penetapan dan pelaksanaan Strategi Bank.

b. Kurang tepatnya pengambilan keputusan Bank.

c. Kurang responsifnya Bank terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Pengelolaan risiko stratejik di Bank Sumut dilakukan oleh unit kerja perencanaan Bank
Sumut yang berada pada Divisi Perencanaan. Salah satu tugas Divisi Perencanaan
adalah merumuskan rencana strategi Bank sesuai dengan kebijakan umum Direksi
untuk dituangkan kedalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana Jangka
Menengah dan Rencana Jangka Panjang Bank.

B. Kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan
merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal

Untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan bisnis baik eksternal maupun
internal, Bank Sumut telah memiliki kebijakan berupa pedoman penyusunan rencana
bisnis Bank. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Bank tersebut dimaksudkan sebagai
standar agar :

- Penyusunan rencana baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek
dapat dilaksanakan dengan baik;

- Menjadi panduan pelaksanaan pencapaian kinerja dan dapat diselesaikan dalam
waktu yang ditetapkan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan serta;

- Dapat melakukan identifikasi dan merespon perubahan bisnis baik eksternal
maupun internal. Rencana ini merupakan komparisasi dari sistem Top-Down dan
Bottom-Up yaitu melakukan pendekatan dan penyesuaian antara rencana kerja yang
dibuat oleh Divisi Perencanaan dengan rencana kerja akumulasi dari seluruh Kantor
Cabang serta divisi-divisi.

Rencana dan anggaran difokuskan pada manajemen operasional dengan berpedoman
kepada rencana strategis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Direksi. Rencana
kerja yang telah disetujui akan dijadikan dasar bagi penyusunan “Performance
Apprasial” atau Manajemen Kinerja antara Direksi dengan Pemimpin Cabang dan
Pemimpin Divisi.




C. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang
ditetapkan

Mekanisme yang digunakan Bank Sumut dalam mengukur kemajuan yang dicapai dari
rencana bisnis yang sudah ditetapkan dilakukan Evaluasi kinerja atau monitoring
Rencana Bisnis yang merupakan early warning system dalam pengendalian usaha bank
(pengendalian risiko strategik). Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dengan
membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan dalam rencana kerja, baik
secara gabungan (konsolidasi) maupun masing-masing unit kantor operasional (Kantor
Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas/ Kas Mobil). Setiap penyimpangan
(variance) dan pertumbuhan (growth) yang signifikan akan dianalisa penyebabnya baik
tercapai maupun tidak tercapai. Berdasarkan feedback tersebut manajemen dapat
segera mengambil langkah perbaikan (remedial action) dalam kinerja dan dalam
penyusunan rencana kerja yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan
terhadap Neraca dan Laba/Rugi serta Rasio Keuangan tertentu posisi akhir bulan
laporan, dengan membandingkan anggaran berikut :
a. kinerja posisi bulan laporan (realisasi) dengan anggaran bulan laporan (rencana)
dan anggaran akhir tahun ini.
b. kinerja posisi bulan laporan dengan kinerja bulan lalu (mom), Desember tahun lalu
dan bulan yang sama tahun lalu (yoy).

Evaluasi kinerja meliputi target yang telah ditetapkan yaitu target Penghimpunan Dana
(DPK) dan Penyaluran Kredit, Piutang & Pembiayaan, serta perkiraan Laba/ Rugi, NPL
dan Kolektibilitas.
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A. NOMINASI REMUNERASI DIREKSI dan DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi merupakan wewenang Pemegang Saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

B. PROSEDUR NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikanoleh RUPS. Pemegang Saham
Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk
kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, calon anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Bank SUMUT juga dapat berasal dari sumber lainnya.

Usulan Pembahasan Pengajuan Persetujuan
Suggestion Discussion Submission Agreement

C’emegang Saham Pengendali
K?E:Eeﬁ'f?'__"rm,a?f?ﬁq{_“"'ﬁ'ﬂas}_( Dewan Komisaris )_[ RUPS ]
Al bl Lo bt L Board of Commissioners GMS
. Lcommitiee
[ Sumber Lain

Setelah dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, kemudian nama calon anggota
Dewan Komisaris dan Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya pada
saat RUPS.

C. PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Penerapan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank SUMUT mengacu pada ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam
Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum,
berdasarkan ketentuan dimaksud Bank diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai
kebijakan remunerasi dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan
perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemberian
remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan
yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan.



Berdasarkan kebijakan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi yang terdiri
dari :

1. Remunerasi yang bersifat tetap yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko,
antara lain honorarium dan tunjangan hari raya.

2. Remunerasi yang bersifat variabel yaitu Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara
lain jasa produksi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

. MEKANISME PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Kebijakan remunerasi baik bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait
prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta sesuai Rapat Umum - -
e standar Remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis untuk kemudian v aha RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
danNominasi  dia kan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. Pemegang Ssham  Sgan pireksi
Remuneratiion (RUPS)
and Nomination
Committee

Komite Remunerasi

Remuneration and Nomination Committee provides the remuneration of : GMS has estabilishing the remuneration for members BOC and BOD.
the Board of Commissioners and BOD in accordance with the functions General Meeting of

andresponsibilities of BOC and BOD and in accordance with remunerations Shareholders (GMS)

10 be submitted to GMS through BOC.

- .. . . Remunerasi Dewan
Dewan Komisaris memperlajari rekomendasi dan usulan remunerasi - : N - L
Dewan Komisaris  Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan kepada RUPS untuk "°'“D';"‘;(';d°" | 1 bagi mmbﬂm Komisaris dan Direksi
Board of mendapatkan persetujuan Remuneration

Commissioners  BOC has leaming the recommendation and proposal for the remuneration for the Board of ~ Remuneration Distribution to the members of BOC and BOD in accordance

of BOC and BOD and proposing to GMS get the approval. Commissioners | with the GMS resolution.

and the Board of
Directors

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan, Pemegang Saham telah menyerahkan penetapan besaran
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan beberapa
faktor pertimbangan antara lain kondisi data kinerja Bank dan evaluasi kinerja masing-masing anggota.

. INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan
risiko dan Kkinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk memotivasi Dewan
Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan Bank. Sistem remunerasi yang dibangun harus
adil dan transparan selaras dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana
ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja,
kesetaraan dengan bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi bank.



Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank SUMUT yang antara lain terdiri
atas:

1.
2.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko;
Metode Penentuan Material Risk Taker (MRT);

3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel yang telah sesuai dengan ketentuan regulator

® N

terkait penerapan remunerasi bagi bank umum;

Faktor skala usaha;

Faktor kompleksitas usaha;

Tingkat inflasi;

Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;

Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi Bank agar tetap sesuai dengan
perkembangan industri dan strategi bank serta ketentuan regulator yang berlaku.

. STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

1.

Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara
lain :

a) Remunerasi

m Direksi Dewan Komisaris

Honorarium Honorarium
2 Uang Cuti Tahunan Uang Jasa Pengabdian
3 | Uang Cuti Besar Jasa Produksi/ Tantiem
4 | UangJasa Pengabdian Tunjangan Hari Raya
5 | Jasa Produksi/ Tantiem Uang Penghargaan
6 | Tunjangan Hari Raya
7 | Uang Penghargaan

b) Fasilitas Lainnya

' No | Direksi Dewan Komisaris

1 | Cuti Haji Fasilitas Perawatan Kesehatan
2 | Fasilitas Perawatan Kesehatan Perjalanan Dinas

3  Perjalanan Dinas Pakaian Dinas Kantor

4 | Biaya Telpon, Air, Listrik dan HP Asuransi Jiwa

5 | Tunjangan Alat Komunikasi (HP) Rumah Dinas dan Perabotan Rumah Tangga
6 | Pakaian Dinas Kantor Pinjaman

7  AsuransiJiwa Kendaraan Dinas

8 | Rumah Dinas dan Perabotan Rumah Tangga = Bantuan Kesejahteraan

9  Pinjaman Bantuan Akhir Tahun

10 | Kendaraan Dinas

11 Bantuan Kesejahteraan

—_
N

Bantuan Akhir Tahun



2. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
jutaan(Rp.) Jutaan (Rp.)

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, 38.150 17.823
tantiem, dan fasilitas lainnya seperti tunjangan

pakaian, tunjangan perabot dan perabot) dalam

bentuk non-natura.

Direksi terdiri dari:

1. Muchammad Budi Utomo (meninggal dunia
15 April 2021)

Rahmat Fadillah Pohan

Eksir

Hadi Sucipto

Irwan

Arieta Aryanti P.L (mulai bertugas 01
Februari 2022)

oUW

Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Brata Kesuma

2. Syahruddin Siregar

3. Syaiful Azhar (selesai masa tugas 24 Maret
2022)

4. Erlina (mulai bertugas 01 Agustus 2022)

Fasilitas dalam bentuk natura (asuransi 1 34
kesehatan) yang dapat dimiliki dan tidak dapat
dimiliki

Asuransi Jiwa Direksi : Arieta Aryanti P.L

3. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima remunerasi dalam1
(satu) tahun yang dikelompokkan dalam Kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Di atas Rp. 2 miliar 5 3
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar 1 1
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar - -
Rp 500 juta ke bawah - -

Keterangan :

5 (lima) orang Direksi (diatas Rp.2 M) yaitu:

a. Rahmat Fadillah Pohan

b. Eksir

c. Hadi Sucipto

d. Irwan

e. Arieta Aryanti P.L




1 (satu) orang Direksi (diatas Rp.1 M s/d Rp.2 M) yaitu Muchammad Budi Utomo (hanya tantiem)
3 (tiga) orang Dewan Komisaris (diatas 2 M) yaitu:

a. Brata Kesuma

b. Syahruddin Siregar

c. Syaiful Azhar
1 (satu) orang Komisaris (diatas 1 M s/d 2 M) yaitu Erlina (mulai 08 Agustus 2022)

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

Kriteria | Tertinggi (Rp) [Terendah (Rp)| Rasio

Gaji Direksi Tertinggi & Terendah 145.000.000 | 116.000.000

. |Tertinggi(Rp) Tertinggi(Rp)




O Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT.BPD SUMATERA UTARA
Posisi Laporan : 31-Dec-22

N0 | Keteangn _________ |

1 Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).

2 Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan
standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3 Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi
persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam
aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset
pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol)

4  Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan
giro waiib minimum (jika ada).

5 Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan
namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.

6 Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi

tanggal perdagangan.

Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

8 Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.

Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.

10 Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.

11 Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.

12 Penyesuaian lainnya.

13 Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.

(dalam jutaan)

40,619,103

|

|
30,559
744,380
|

39,905,282

Analisa Kualitatif

Total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,0314% dengan nilai tercatat sebesar
Rp.39.905.282 juta dibanding periode 30 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.39.892.761 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan total aset dari

sebesar Rp. 40.625.690 juta pada periode 30 September 2022 menjadi Rp. 40.619.103 juta pada periode 31 Desember 2022.




